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I. JENIS RAPAT

KAN4IS
09 O!<tober 20 r 4

l:i.00 wrB.

Gedung DPRD K,abupaten Rembang

II.

III.

: Rapat Paripurna lnte ,ral DPRI) Kabrrpaten

Rembang

SIFAT RAPAT : Terbuka

ACARA RAPAT:

l. Pembukaan;

2. Pengesahan Ranca:gan Peraturan DPR.D tentang Tata Tertib

DPRD Kabupaten Remcang nrerjadi peraturan DPRD tenl.ang

Tata Tertib DPRD Kabupate,r Rembang;

3. Penutup.

PIMPINAN RAPA'I'

l. Nama : H. Nlajid Krmil. l\iZ
2. Jabatan : Ketua DPP.D I.'-abupaten Rembang

IV.



V. SEKRETARIS R{PAT

l. Nama : Drs. ACHMAD I\{tiALtF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupatc,r Remi.'ang

VI. JUMLAII ANGGOTA

l. Fraksi Persatuan Pemba.rgulan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Barrgsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nrsdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

ANGGOTA YANG HADIR

l. Fraksi Persatuar Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsi,

4. Fraksi PDI Perjuangan Nai,lem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HAQIB

1. Fraksi Persatuan pembangtrnan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasde m

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

: l0 orang

: 8 orang

: ti orang

: 8 orang

: 5 orang

: 4 orang

: 4 orang

: 4-5 orang

: 7 orang

: 5 orang

: 5 t-rrang

: 7 orang

: I orang

: 4 orang

: 4 orang

; 33 orang

: 3 orang

: 3 o:'ang

: I orang

: I orang

: ,l orang

: - orlng

: - orang

Jumlah : l2 orang



IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT' : H. I\{ajid Kamil. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

As alamu' a la i ku mll/ r. W b.

Yang terhormat Rekan- rekan Pimpinananggota DPRD

Kabupaten Rembang.

Sekretaris I)PRD beserta Staf.Yang saya hormati

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan

Yang Maha Esa marilah kita untuk tidak henti-hentirrya nrenrarr.jatkirn puji

syukur kehadirat-Nya, karena atas rahmah dan hidayah yang diberikan

kepada kita, pada hari ini kita mrrsih berkesempatan beftemu kembali di

ruang paripurna DPRD dalam melaksanakan dan mengikuti Rapat

Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat wal afiat tanpa

aral suatu apa. Mudah- mudahan rapat paripurrra ini daoat berjalan lancar

hingga selesainya acara nanti.

Rapat Dewan yang terhormat,

Sebagaimana hasil Rapat Pimpinan Gabungan antara Pimpinan

DPRD dengan Pimpinan Fraksi- fraksi DPRD pada tanggal 6 Oktober 2014,

Rapat Paripurna inimerupakanRapat Interna! DPRI) dalam rangka

Pengesahan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang.

Perlu kami sampaikan bahlva dalam Rapat paripurna pengcsahan

Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten

Rembang pada tanggal 6 Oktober 2014, terdapat perubahan pada



Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPIID Kabupaten

Rembang sebagaimana yang disusun oleh Tim Penyusurt Tata Tertib.

Perubahan tersebut terletak pada Pasal 50 ayat (3) yakni dalam

pernbiCangan Komisi, di mana Bagian Humas Setda dan Satnol PP

sebagaimana Rancangan Tim Penyusun dimasukkan dalam Komisi D, oleh

fraksi melalui tangapan fraksi-fraksi, Bagian Humas Setda dan Satpol PP

dikembalikan sesuai draft Rancangan yakni nrasuk pada Komisi A.

Selanjutnya Rancangan Peraturerr DPRD tcntang'l'ata 'l'crtib DI'}RD hcst:rta

perubahan atas tanggapan fraksr-fraksi tersebut.oleh anggota-anggota

DPRD dapat diterima dan disetujrii menjadi Rancangan Resmi Peraturan

DPRD tentang 1'ata Tertib DPRD l..abupaten Rembang. Dan oleh pinrpinan

sementara Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang

telah resmi disetujui tersebut diserahkan kepada Pimpinan DPRD untuk

ditindaklanjuti menjadi Peraturan DPRD, sebagaimana foto copy yang

saudara- saudara terima.

Rapat Dewan yang terhormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal '18 ayat (l) huruf c Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 dijelaskan bahwa " Rapat

Paripurna memenuhi kuorum apairila dihadiri oleh lebil, dari % ( satu

perdua ) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat

untuk mengambil persetujuan atas hak angket, hak menyatakan pendapat,

mengambil keputusan usul pemberhentian kepala daerah dan atau wakil

kepala daerah, memberhentikan pimpinan DPRD, menelaokan peraturan

daerah dan APBD ".

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DpRD Kabupaten

Rembang bahwa darijumlah anggota DPRD sebanyak 4,< orang,, yang hadir

secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 33 orang.



Dengan demikian, Rapat Paripurna Intetnal DPRD hari ini telah memenuhi

qourum dan segera dapat dimulai.

Selanjutnya dengan mengucap " Bismillahirrohmanirrohim" tepat

pukul 13.40 WIB Rapat Paripuma saya nyatakan dibuka.

( Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, terlebih dahulu akan saya

bacakan susunan acara dalam ReLpat Paripurna hari in: adalah sebagai

berikut :

l. Pembukaan;

2. Pengesahan RancanganPeratrrran DPRDtentang 1'ata l'ertib DI,lll't

KabupatenRembang menjadi Peraturan DPRDtentar:g Tata TertiL,

DPRD KabupatenRembang:

3. Penutup.

Selanjutnya, marilah kita masuk pada acara pokok dalanr Rapat

Paripurna hari ini yaitu pengesahan Rancangan Peraturan DPRD tentang

Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjadi Peraruran DPP.D tentang

Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembaug.

Rapat Dewan yang terhormat,

Pengesahan Rancangan Peraturan DPRD teutang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang perlu mendapat persetujuan dari anggota DpRD dalam

Rapat Paripurna, karena Rapat Paripurna merupal.:an fbrum rapat tertinggi

anggota dalam pengambilan keputusan.



Oleh sebab itu, disetujui atau tidakrya Rancangan Peraturan DPRD tentang

Tata Tertib menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib ini adalah

tergantung persetujuan dari rekan- rekan anggota yang hadir dalam rapat

paripurna ini.

Untuk itu persetujuan saya tarvarkair kepada rekan- r'ekan anggota :

" ApakohRancangan Peruturan DPRD tentong Tala Tertib DPRD

KabupatenRembangsebaguimana fotocopy yong beradn di tangon

Saudara-Saudora dapat disetujui menjodi Peraturan DPRD tentung Tutu

Tertib DPRD KabupatenRembang? "

___SETUJUUUU !!!I!!::
( Dengan suara bulat semua anggota L\PRD menyetujui )

( Ketuk ptlu I kali )

Dengan demikian Rancangarr Peratrrran DPRD tentang Tata Tertib

DPRD Kabupaten Rembang hasil kerja Tim Penyusun Peraturan DpRD

dapat disetujui menja<li Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang dalam Rapat Paripurna ini. Semoga peraturan DPRD

tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang telah disahkan,

nantinya dapat mewadahi dan menampung hak serta kewajiban Arggota

DPRD Kabupatcn Rembang sesuai dengan keadaan saat ini dan yang akan

datang.

Rapat Dewan yang terhormat,

Dengan telah dilakukan Pengesahan

menjadi Peraturan DPRD tentang 'l ata Tertib

maka selesai sudah acara rapat paripurna

perhatiannya dan mohon maaf ap,abila ttda

memimpin rapat.

Ra.ncanganPeraturan DPRD

DPRD Kabupaten Rernbang,

hari ini, telima kasih atas

kekura;rgan di dalanr saya



Sebelum rapat ini saya akhiri saya menawarkan kepada Saudara-

Saudar:. Mengingat Peraturan I)PRD tentang l'ata Tertib DPRD telah

disahkan, saya pikir kita tidak perlu berlama- lama untuk menetap<an alat

kelengkapan. Oleh karena itu saya menawarkan, sehabis rapat ini para

Pimpinan Fraksi bersama Pimpinan DPRD berembuk untt'k menjadwalkan

pembentukan alat kelengkapan.

" A;';akah Sa:lTlT:Tra setuju ', "

( Dengon suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )
( Ket,tk palu I kuli )

Akhirnya dengan mengucap 'Alhamdulillahirobbil 'alamin " tepat

pukul 13. 50 WIB Rapat Paripuma DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Nlaha Esa senantiasa rneridhoi usaha kira

bersama.......Amin.

llass alamu' al ai k u m llt r. Ll/ b.

DEWAN PERWAKII-AN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIS,

AD NIIJALIF
Pembina

NIP. 196208
tama Muda

KETUA,

H. MAJID KAMIL. MZ

198803 I 0l r



LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRO

KABUPATEN REMBANG TENTANG
PENGESAHAN'TAI\ICANGAN I}EITA'I'UIIAN DPIII)
KABUPATEN RI,MBANG MENJADI PERATIJRAN
DPRD TENT,A.NG TATA TERTIB DPRD
KABUPATEN RI:MBANG

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

Daftar Hadir Pirnpinan dan Anggota
Kabupaterr Rembang;

Peraturan DPRD Nomer..9..i Tahun 2014
Tata Tertib DPRL) Kabupaten Rembang;

DPR.I)

tentang
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Merrimbang. a.

Mengrngat: 1.

PERATURAN DEWAN PEiWI,KIL.AIJ RAKYAT )AERNH

KABUPAIEN REU]BANG

Nonror :.9.l..Tr',FtuN 20l 4

l EI{TANG

TATA TERTIBDEWAN PEIlW/.KILAN RAKYz\T DAERAH

KABUPAIEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYA /. DAERI\h KA3UFATEN RcMBANG

C,

b.

bahwa fungsi Dewarr Perwakilan Rakyat Daerah Kabupater, Rernb.rng

sebagaj lembaga legislatif diharapkan dapat nt:nd.rkurrg penyelenggaraan

pemerintahan Kabupaten Rembang yang tertib, sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku,

bahwa dengan terpilihnyJ AnggJta DpRD rrasa jakti 2014-ZO1g

berdasarkan hasil pemilu 2014, "r:taka peraturan DI,RD Nomor O1 Tahun
2012 tentang Perubahun Puraturan DpRD Ncmor 01 'l-ahun 2010 tentang
Tata Terlib Devran Pena al ilan Rakyat Daerah sudah trdak sesuar lagi,

sehilgga perlu diganti,

bahwa berdasarkan pedirncangan seba!:aimana dima.ksud pada hLrruf a
dan b maka perlu menetrpkan peraturan Dewan F,en^rakilan RaK/at
Daerah Kabupaten Remh,ang tentang Tata Tertiir Dcwan perwakilan

Rakyat Daerah Kabupate,r Rembang.

Pasal 1 ayat (2), Pasai 19 ayar (1), pasat 20,\, prsal 21 iaasai 228
Undang-Undang Dasar Negara RepuL,lik lndones ja Talruni 945:

Undang-Undang Nomor 3l: Trrhun 2OO4 tentang perne.intahan Daerah
sebagaimana telah diubatr bebe.-apa kaii rerakhir dengan Uncjang_
Undang Nomor l2 Tahun ;0Og tertang perubahan Keiua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun ?CO4 tentarrg perne.intahan Da _.rah,

Undang-Undang Norrror 15 .ahun 20 1 1 tent..r g ?enye,cnggara pem jliharr

Umunt,

Undang-Undarg ,riomcr 2 f;rhun 2011 tentarg parlaj Folitrk;

Undang-Undang Nomor B T?h-ln 20 12 tentarrg pemilrl.an Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dernran p€ nvakirarr Da.rah d:rrr Dewan pr:rv"rakiran

3

2

Rakyat Daerah ,

Undang-Undang Ncmc,r 1l
Permusyawaratan Rakyat, i )e:i,r.an

Tahun 2014 entang Malelis

Perwakilan llakyat, Cewa. perwakilan

4.

5



Daerah, dan Dewan PeM3kilan Rakyat Daerah,

7. Peraturan F amerint:lh Nomor 58 Tahun 2005 tc,ltang Pengeloiaan

Keuangan Daerah;

B. Peraturan Pemerintalr llorrtor 6 Tal-run 2006 tsntang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja lnstansi Peme intah,

9. Peraturan Pemerintah ;.lomor 3 Tahurr 2007 tentang Laporarr

Peryelenggaraan i)emet rtah Daerah Kepada Pemerintah, L apora,l

Keterangan Pertanggungl,rwaDa.l Kepal3 Daerah, dan lnformasi I apora'r

Penyelenggaraan Pemerirtah Daerrah kepaoa Masyaral<at,

10. Peraturan Pemerintah I'lom,;r 16 Tahun 2010 tentang Pedonrarr

Penyusunan Peraturan Dewan Pervrakilan Rakyat Daerah tentar g Tata

Tertib Dewan Penrakilan R.aky ll Daerah.

I;AB I

KETEN-I UAN UTIIJM

F asal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan.

1. D:erah adalah Kabupaten RembanS

2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkal dalra'r sebagar unsu'

penyelenggara penrerintahan daera r.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ,ang selanjutny:. drsebut JPRD adalah Dewal

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupat( n Rembang

4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan V/akil-wakii Ketua DPRD K?br.rpaten Rernbang.

5. Kepala daerah adalah Bupati Rembirng

6. Wakil kepala daerah adalah Wakil B rpaii Rembang.

7. Bupati adalah Bupati Rembang.

8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ren bang

9. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengrah.

10. Pengadilan Negeri adalah Pe,rgadilan Negeri Ren,bang

11. Komisi Pemilihan Umum yang disingkat oengan KPU ada, th l. omisi Pemrtrhan

Umum Kabupaten Rembang.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae:ah yang selanl-riny,: dis.rg,(at AP.3D adalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja L.aerah Kabupaten ll.embang.

t3. Fraksi adalah pengelompokan An3gora Dewan I)enarallilar, Rakyat Daeralr

Kabupaten Rembang yang men.jerrr inkan konfiguras, parlai p,>lirik di Kabrpaten

Rem ba ng

14. Badan Kehormatan adalah alat ke engkapan Dewe n Perwakila r Rakyat L,aerah

Kabupaten Rembang yang berrifat tetap dan diben-uk oleh Il e,van perwaki,an



Rakyat Daerah Kabupaten Rembarrit.

15. Badan Musyawarah adalalr alat kelengkapan Dewan Perwakiran Rakyat Daera,r

Kabupaten Rembang yang bers,fat tetaf dan diben:uh cleh D lwan pe.wakiian

Rakyat Daerah Kabupaten Remban J

16. Badan Anggaran adalah alat ke,Dngkapan Dewan l)t,rv,,akri,in Rakyal Daer"rlr

Kabupaten Rembang yang bersif:,t tetar, da1 dibentuk oleh Dewan penaraf.ilar

Rakyat Daerah Kabupaten Remban ).

17. Badan Legislasi Daeralr adalah alat kelengkapan Dewa n perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang /ang bersife t tetap dan dib,enruk oleh Dewan perryakilan

Rakyat Daerah Kabuparen Rernban,;

18. Komisi adalah alat kelerrgkapan -,ewa,r perwakiian Ra<yat Daeralr Kabupaten
Rembang yang bersifat tetap dan d centuk oleh Dewarr p:rwarrilon Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang
'19. Tata Tertib adalah rata Te (ib D:wan perwakilan Raryat Daerah Kabupate r

Rembang yang berfungsi untuk nr{):nperjeras tuoas daram merrgatur mekanisr,e
kerja anggota DPRD yang ditetapkar. oreh dan untuk keperrtrngan intern anggota

20. Kode Etik Dewan Penarakilan Raky:t Daerah yang selanlutr ya oisebut Ko ie Etik
adalah norma yang wa.iib dipatuhi c,ieh setiap anggota DpRt s:rama menlr,rankan
tugasnya untuk menjaga martabat, kchormaran, citra dan kredir,,iirhs

21 . Awal Tahun Anggaran adalah bulan ianu.-rri.

E.{B rr

SUSUNAN, KEDUDUKAN, KI:ITNGGOlAAN, FUNGSI, TUGAS,

WEWENANG, H/.K DAN i{EWAJIBAI.I

Bagi;rn Kesatu

Susu,tan, Kedrrdukan dan Keanggotaarr

F asal 2

DPRD masa bakti 2014-2019 ierdiri at',s anggota partai pol.tik peserta pemirihitn umun.l
yang dipilih melalui pemilihan umum tahun:1014

pasal .i

DPRD merupakan lembaga perwakilan ri kyat daerzih dan berke dudLikarr sebaeari urrsrr
penyelenggara pemerintahan daerah kabt,;raten.

Fasal 4
(1) Anggota DPRD berjumtah a5 (empat puruh lima) orang.
(2) Keanggotaan DPRD drres mikan rJeng rn keputusan gube.nur sesL,ai denEan taporan

komisi pemilihan umum yang drsampaika I melalui bupati
(3) Masa jabatan anggota DpRD adarah 5 (r ma) tahun.terhitung murai ta.nggar pengLrcap?n

sumpah/janji anggota DpRD dan ber rkhir pada saat anggola )l,RD yanE baru
mengucapkan sumpah/1an1r.



(4) Arrggota yang baru sebagaimana dinrakqutj pada ayat (3t rneng -rcapkan sumpah janji

bersama-sama bertepatan pada tangg'.,1 berakhirnya Irasa JaJat,.'' 5 (litlra) tahLrn

anggota DPRD yang lama

(5) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapal nrengrcap'<an suirpah/1an1r

bertepatan dengan berakhirnya masa labatan 5 (lima) talt'.,rr a.lgg()ta DPRD yarrg lama,

masa jabatan anggota DPRD dimrksud berakhir bersarnaar der,gan rnasa 1abartir,r

anggota DPRD yang mengucapkan s.lmpah, janli secaTa be 'sirrr a-sarn i)

(6) Dalam hal tanggal berakhirny,l masa jabatan anggota DP.r?D latuh pada hari libur atau

hari yang diliburkan, pengucapan sumfieh/lanJi drlaksana<an hari berikutnya sesudah

l,ati ,ibur atau hari yang diliburkan dirraxsrrd.

[)asa I 5

(1)Anggota DPRD sebelum menangku iabatanrrya, mengu,:apkan surnpah/1an1r seca,ra

bersama-Sanra yang dipardu oleh l.e't,,ra pengadilan neLler i dalam rapat n:ri'iprrna

istimerva DPRD

(2) Dala.n hal ketua pengadilan negeri be-hala rQ?rr, penQuc pan sumpahijanji anggota

DPRD dipandu oleh wakil ketua penEad,,sr'r ne!€n

(3) Oalam hal wakil ketua pengadilan r:geri seJagaimana crimaksud pada ayat (2)

berhalangun, pe,lgucapan sumpah/jan1r anggota DPRD dip;ndu oiet. hakim seni,)r pada

pengadilan negeri yang ditunluk oleh kei,ra per gadilan negeri

(4) Hakim senior sebagarmana dimaksuo parda ayat (3) ,jdata'r haknn yang rnemilrki

pangkau golongan ruang yang tertinggi Cr pe:rgadilan negeri yang bersangkutan '
(5) Anggota DPRD yang berh;rlangan me.igucapkan sumpah/lanli sebagaimana di,naks,rd

pada ayat (1), yang bersangkutan menil,rcaDkan surnpah/janli dipand.r oleh ketLra araLr

wakil ketua DPRD dalam rapat paripurniristir,rt:vra DpifD

(6) Anggota DPRD pengganti antarwaktu jJbe,urn rtemangku j3batannya. nrengu:apkarr

SUmpah/janji yang dipandu oleh ketua r titu \^/akrl ketua DpRi) dalam rapat pa purna

istimewa DPRD

Pasal 6

(1) Pengucapan sumpah/janji anggota Di'RD sebagarmana rjrrlaksul dalam pasal !,
didampingi oleh rohaniwan sesuai deng;,.1 ag;,ma masing-masrng

(2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebag :rmana drmal<sud pada ay.rr (1). anggcra JpRD
yang beragama.

a. lslam, diawali dengan frasa "Dem,Allat:",

b. Protestan dan Katolik, diakhiri derr']an frasa "semoqa Trhar, r,renorong sayir'

c. Budha, diawali dengan frasa "Derrr Fyang .Acii Br:dha di,,r

d. Hindu, diawali dengan frasa "Om A,tair paramawrsesa

(3) Setelah mengakhiri pengucapan surnpalr/1arr1r, angJota DPitLJ n'"'r,,rrrrlat.rlgar)r belta
acara pengucapan sumpah/ianlr



Pasar 7

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dala n Pasa I 5 adalalr seDagai nerrkut

'Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berra rji

bahwa saya akan memenuhi kewaliban s..rya seb;rgai anggota i r.':ir.r;r /,verkil l,ei.ra Dew.rrL

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Renrbanq dcnqan seDa k-L-. rknya darr seadrl-adrlnya.

Ses'uai dengan peraturan perundang-undan!.t,-ln, delga,r berpedoman t,ada Pancaiila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik lrJrrrrr:sra Ta hun 1945

bahwa saya dalam menlalankan kewa.lrban akan bekcrla delean sr n.;g-rh-sirngguh denri

tegaknya kehidupan demokrasi, serta m,-ngutamakan kepentrnqan birngsa dz,n regara

daripada kepentingan pribadr, seseoran3 Lan golongan,

bahwa saya akan memperluangkan asnrrasi rakyat yang saya wai,ilr t rtuk mewu.ludkan

tujuan nasional demi kepentingan ltangsa ( an negara kesatua I ReruSlrl. tndonesra.

Bag,an Kedua

Funqsi dan Tugas

[)as I I 8

(1) DPRD mempunyai fungsi

a. legislasi,

b. anggaran, dan

c. pengawasan.

(2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaks'rd pada ayat (1) hLrruf a diwulLrdkan dalam

membentuk peraturan daerah Lersarna epala daeralr.

(3) Fungsi anggaran sebagaimana dinrak:ud pacja ayat (t ) ruruf b di,,vu]udkar dalam

membahas dan menyetujui anggarar, p Jrrdat atan dan bel;rn1ii daer3h bersama kepal:r

daerah.

(4) Fungsi pengawasan sebagaimana dim: ksucl pada ayat (1 ) ruruf c drwulr.rdkar dalar,r

mengawasi pelaksanaan peraturan Caerah Can ApBD.
(5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksr.rtl pa.Ja ayat (1) rirrara.kan dararr k€.rangka

representasi rakyat Kabupaten Ilemban I.

pasal 9

(1)DPRD mempunyai tugas dan wewenan.r.

a. membentuk peraturan daerah bersama llep:rla daeran
b. membahas dan memberikan per: etujuar. ?ncanEan p.rr.lturan daerah nrenge rar

APBD yang diajukan oteh kepala la ?rah;

c. melaksanakan peng.twasan terhadaD pelaksanaan p,,r aiLrran oaerah dan A.pBD.
d. mengusulkan pengangkatan dar /atau pemberhentran kepar: daerah dan/atau

wakil kepala daerah kepada rirenteri oalam negerr nerarur gubernur untuk
mendapatkan pengesahan penga, g,.atan dan/ataU pe r|l erlrentlarr



e. .ncmrlih wakil kepala daerah dal;,m hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepalir

'iaerah,

f. me mberikan pendapat dan pertr:nbarrgan kepada pemerintah daerah terhadap

rencana perlan,ian internasional rlr daerah,

g. memberrkan persetujuan terhadap rencana kerja sama iniernasiona. yang

CilakLrkan oleh pemerintah daeralr ,

h meminta laporan keterangan pedrnggrrngjaw?ban kepala daerah dalam

per yelenggaraan pemerintahan d a e,ra h,

i. memberrkan persetuJuan terhac ap renca,ra kerJa sama dengan daerah Iain atau

deng.ln prlrak ketrga yaLg nrerrbt,banr nrasyarakat dan cjaerait,

j. mengLrpayakan terlaksananya .<ewa.liban daerah sesr,rai rjengan ketentuarr

peratura n perundang-undangan Jan

k. melaksanakan tugas dan werve r ang lain yang diatur da,am ketentuan peraturan

perurrdang-und3ngan.

(2) Pemilihan wakil kepala daer:rh dil.-lkrrl.an oleh DPRD sebagainrana dimaksud pada

ayat (1) huruf : apabila masii jabatar raxil kepala daerah masin lersisa 18 (delapan

belas) bulan at3U lebih terlliung selak l.ekosongan Jabatan wa <rl bLrpati.

(3) Perjanjian rnternasronal sebagaimana. dimaksud pada ayat (t ) hurui f adalah perjanjian

antara pemei-rntah dar pihak lrar neg(), r yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

(,1) Kerja sarra internasional sebag. imarra dimaksud pada ayat (1) h rruf g adalah kerja

sama antara pemerintah daerah dan oihak luar negeri yarng rreltputi kerja sqma

propinsi, kabupaten "kembar , kerja sama teknik ter;rasuk banruan kemanusiaan,

ker.ja sama penerusan pin1aman/ hibal, kerja sama penyertaan nrodat dan kerja sama

lainnya sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-unCangar.

Bac ian '(,-'ti1;a

Hak d,tn t(ewajiban

l:,a:,a I 10

DPRD ..nempunyat hak

a. interpelas j;

b angket, dan

c. menyatakan panoapilt

,)asa I 1'l

(1)Hak interpelasi sebagaimana dinaksud dalam Pasal 1o hLr,rf r adalah hak DpRD untuk

meminta keteranga,r kepad3 bupati n'rengenai kebilakan pernerintah kabupaten yang

penting dan strateSrs serta tJe rdampak luas paJa kelrrdupan be-masyarakat dan

hernega'a.

(2) Hak angket sebagarmana dinraksud d:rlain Pasal 1J huruf b adalah hak DpRD untuk

melakukan peny elicr <an t€,rhadap kebrla,karr F,ernerintah kabUpaten yang penlino dan



(1)

12)

(3)

strategis serta berdampak luas pada '(chldupan masya'akat, daerah, dan nega;'a yang

diduga belentangan dengan ketentuan pera.urarr perundang-undan3an.

(3) Hak menyata(an pendapat sebagarmarra drmaksud dalam Pasal 1O ruruf c adalah hak

DPRD untuk menyatakan pendapat te, radap kebijakan bupati atarr mengenai kejac'ian

luar biasa yang terladi di daerah drser ,ai dengan rekomenda.;i penyelesaiannya atau

sebagai tindak lanlut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

P a 'agraf 1

Pela ksa naa r Hak lnterpelasi

P rsa I 12

Hak interpelasi sebagairnana dimaksuc dalam Pasal 11 ayal (1) di,rsulkan oleh paling

sedikit 7 (turuh) orang anggota DPRD dar, lebih dari 1 (satu) fraksi

Usul sebagairna,ra drmaksud prda ayat ( l), disanrpaikan kepada Pirnprnan DPRD, yang

ditandatanganr cleh para peniJUSUl dan r:roerrkan nomor,:okok oleh sekretarrat DPRD.

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan do<umen yang memuat

sek u ra ng-k u ra ng n ya

a. mater kebrlakan dan/atau p3laksanaan kebrlakar, perrerintah daerah yang akan

dimintakan keterangan, dan

b. alasan permintaan keterangan.

Pus al 13 r

(llUsul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 olch pimpinan DPP,D disampaikan padr:

rapat paripurna DPRD.

Dalam rapat paripurna DPRD seburga xana dimaksud pada ayat (1) para pengusul

diberi kesempatan rnenyampaikan pt r elasan lisan €.tas usr,l permrntaan keterangan

tersebut.

Pembicaraa r me,rgenai sesuatu usu, r )eminta keterangar d,lakukan dengan memberi

kesempatar, kepada:

a. anggota DPRt) lainnya untuk merrberikan pan,iangan melalui fraksi; dan

b para pengusul memberikan jawal)an atas pa roangan para anggota DPRD.

l(eputusan persetujuan at€,u penJlakan terlraclap usul permintaa,r keterangan kepada

kepala daerah ditetaF,kan calam rapet paripurna.

Usul permintaan ket3rang rn D['nD sebelum memperolelr keputusan, para pengusul

berhak m:narik kerrt a li usulannya

Usul sebagainrara drmaksud oalarn Fasal 12 manjadi hak rnterpelasi DPRD apahila

mendapat persetujuar dari rapat paripr r,a DoRtt yang dihaoiri lebih dari % (satu per

dua) jumlah anggota DPRD dan putusar, diambil dengan persetu.,r..tan lebih dari % (satu

per dua) lumlah anggcta DPRD yang ha :ir.

(2t

(3)

(4)

(s)

(6)



[);rsal 14

(1) Kepala daerah dapat hadir untuk mernberikan pen,elasan tertulis terhadap perrnintaan

keterangan an0gota DPRD seb,agaimana di.naksud dalam Pasal 13, dalanr rapat

paripurn? DPRD

(2) Apabila kepala daerah tidak dap:t hadir urntuk memberikan penjelasan teltulis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), k:pala daerah menugaskan pejabat terkait untuk

mewakilir, ya.

(3) Se:tia;; anqgota Dl--RD dapat menga,L kan per.lryaan atas pelelasan tertulis kepala

Caerah seiragaimana dimaksud pada ayar '1).

i4) Terh rdap p:nrelasan teriutis kepala oae-ah sebagainrana dimaksud pada ayat (2),

DPRD da:al menyatakan pendapatnya

(5) Pernyataan pendapat sebagaimana oinraksud pada ayat (4) diiampaikan secara resmi

oleh DPFID kepada keoala daerah.

(6) Pernyataan pendapat DPRD atas p()njelasarr tertulis kepala daerah sebagaimana

dimaksud p:da ayat (5), dijadikan b;rtran untuk DpRD datan, pelaksanaan fungsi
pengawasan dan urrtuk kepala daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan

kebijakan

Paragraf 2

Pe la ksa nt an Hak Angket

F asal 15

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud da anr Pasal 1O huruf b diusulkar: oleh paling sedikit

7 (tujuh) orang anggota DPRD darn l?bi,r dari 1 (satu) fraksi

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pinrpinan DFRD, yang

dltandatangani oleh para pen!t ,rsui darr riibe rrkan nomor po(r)k oleh sekretarilt DpRD.
(3) Usul sebagaimana dimaksud p,ada af a\ (1), ciisedai dengan do<umen yang memuat

sekurang-kurangnya

a. materi sebagaimana dinraksuc, Cal;tm pasal t 1 ayal (2),

b alasa n pe, r yelid'kan.

Pasal 16

(1) Pembicaraan mengenai usul penggun;,an hak angket, diiakukan de,rgan memberikan

kescmpatan kepada anggota DPRD lairrnya unt tk member ,,arr tanggapan melalui fraksi

dan selan.jutnya pengusui memberrkan lavraban atas tanggirpan anggo a DpRD.
(2) Keputusan atas usul melakukan peny.:l,dikan torhadap kepala daeralr dapat disetujui

..,tau ditolak drtetapkan dalam rapat perr purna DpRD

(3) Usul melakukan oenyelidikan sebelum nemperoleh keputusan DpRD, penJUSul berhak
menarik kembali usulnya.

(a) Apabila usul melakuxan penyelidikan c,setujrri sebagai permintaan penyelidikarr, DpRD



menyataKan pendapat untuk mel.rkr-rl1i,n penyelidikan dan menyampaikannya

resmi kepada kelrala daerah

(5) Usur sebagaimana dimaksud dalam Fasal 't 5 manjadi hak angket DPRD

mendalJat pe setu.iuan dari rapal paripr rna DPRD yang dihadiri paling sedikit

per enrpat) dz.,ri lumlah anggota D PRD ,an p|tusan diambil dengan persetujuan

sedikit % (du:: per tiga) dari .lumlah ang3ota DPRD yang hadir

secara

apabila

% (tiga

paling

Prsal 17

(1) DPRD memuluikan menerima alau menolak usr.rl hak angket seoagaimana dirnaksud

dalam Pasa, 1O huruf b

(2) Dalam hal DPRD menerima usul hak ?n0ket sebagairnana dinraKsud pada alal (1',,

DPRD membentuk panrtia angket yang teroiri atas semua Lrnsur fraksi DpRD dengan

keputusa.l DF R D

(3) Dalam hal DFRD menolak usul hak an('ket sebirJaimana dinraksud pada ayat (l), l,sul
tersebut tidak dapat diajukan kembali.

P, sal 18

(1) Panitia angket DPRD sebagaimana dimaksr.rd dalam pasal 17 ayat (2) dalam
melakr.rkan penyetrdikan sebaoarnrana pasal 1o huru{ b dapet memanggil pejabat
pemerintah (abupaten, badan hukum atau ,varga masyaraka, di kabupaten yang

dianggap nrengeiahui atau patLt menge ahui masalah yang disr-'lic,iki untuk memberikan

keterangan serta untuk mernilta me'runiukkan surat atau dokunren yang 5erkaitan

dengan hal yang sedanq diselidiki

(2) Pejabat pemerintah kabupaten, bacan irukum, atau warga mas /ara(at di kabupaten
yang diparggil sebagaimana ,,i:maksud pada ayat (1) wajib memenuni panggilan DpRD
kecuali ada alasan yang sah menurut pe.aturan perunda,tg-undangan

(3) Dalam hal pelabat pernerrntah kabrrpalen, baclan hukr,rm ataLr wa rga masyarakat di

kabupaten telah dipanggil derrgan patut secara bert,Jrut-tur-ut tidak memenuhi
panggilan sebagaimana dimaksud pa, ra ayat (2), DpRD dapat nremanggit secara
paksa dengan bantuan Kepolisian ,,regara Republik lndonesia sesuai dengan
ketentuan pera iura n perundarg-undang:n.

Pasar 19

(1)Apabila hasil penyelidikan sebagaimana :imal.sud dalam Pasal 1O h,rruf b diterima oleh
DPRD dan ada indikasi tindak pidana, t-)pRD meny:rahkan penye lesaiannya kepada

aparat penegak hukum sesuai ketentuan Deraturan pe-un.Jang-undanEan.

(2) Apabila hasil penyrdikan kepala direrah dan/at.lu wakrl kepaia daeral^ berstatus sebagai
terdakwa, Menteri Dalam Nogeri mertl) ?rhentikan sententara bupati dan/atau wakil
bupat, dari jaoatannya.

(3) Apal>ila kepala daerah dan/atau wakil kepala deerah berc.isarkan putusan pen!adilan
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yang telah memperoleh kekuatan huk I n tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan

tindak prdana yang diancam pidana i (lima) tahurr atau lebih, DpRD mengusulkan
pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati dari labatannya kepada llenteri Dalam
Negeri

F,as a I 20

Panitia angket melaporkan pelaksar,aan t,rgasr;)a kepada rapat paripurna DpRD paling

lama 60 (enam puruh) hari se;ak Jibentrk.ya panitia angket.

p:r:arJraf 3
pelaksanaan Hak Menyatakan pendapat

P,rsal 21

(1) Hak menyatakan pendapal sebagaima'ra dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diusulkan
oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang a rggota DpRD dan lehih dari 1(satu) fraksi.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada aya (1)disampaikan kepada pir,rpinan DpRD, yang
ditandatangani oleh para pengusul dar diberi nomor pokok oleh sekretariat DpRD.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada a!.Tt (1) diserlai dengan do,<umen yang memuat
sekurang-kura ng n ya.

a. materi sebaga mana di,naksud dtria.n pasal 11 ayat (3), ;rtarr

b. materi hasil peraksar,aarr hak ,nt,,rpelasi sebagaimana dimakr.ud dalam pasal 14

atau hak angket sebagaimana di naksrrd datarr pasal 19.

P asal 22

(1)usul pernyataan pendapat sebagaiman: dimaksud dalanr pasar 2.r , oleh pimpinan
DPRD disarnpaikan dalam rapat paripun rJ DPRD setelah riendal)at pertimbarrgan dari
Badan l,4rrsyawarah.

(2) Dalam rapat paripur,ra DpRD sebag.:imana dimaksucl pada ayirt (1), para peng'.rsur

diberi kesempatan r' :mberikan penlelasan atas usul pernyataarl per,daoat t,:rsebut.
(3) Pembahasan dalam rapat paripLrrra DpRD mengenai usr,l pernyataan pendapat

rJilakukan dengan member.ikan kesempati,n kopada.

a. angiota DPRD lainnya untLrk nlerll)e.kan p,rndangan tnelal,ii iraksi
b. kepala daerah untuk memberikan l)endapatt dan

c. pa'a pengusur memberikan jawaban atas pandangan para anggcta dan per.,dapat

kepata da era h.

(4) tJsul pernyataan :endapat sebelum .renrperoleh keputuian DpRD, pengusul berhak
menarik ken.bali usu lnya.

(5) Rapat pariprrna DpRD memutuskan menerir,ra atau menor.lk,rsur perryataan pendapat
ter sebut crenjadi pendapat DpliD.

(6) Apabila DPIID menerima usur pernyataar, pendapar, keputusan DpRD memuat:
a. pernyataan perldapat,

t0



b. saran penyelesaiannya, dan

c. pennga'an.

(7) Usul sebagaimana d,maksud pada ayet (1) ,nenjadi hak rnenyatakan pendapat DpRD

apabila nret dapat persetulJarr dari rapa' paripurna ttPRD yanq dihi diri paling sedikrt %

(tiga per er.rpat) oari jur,rlah anggota [)pR[' dan putusan diambil dengan persetujuan

paling se,likit 7t (dua per tiga) ,.jari lumt: h anggota DpRD yang hadir.

Pa ag raf 4

Pelaksanaan llak Anggota DPRD

Pasal 13

Anggota DPRD m :mpunyai hak .

a. mengajukarr rancangan peratLlran (laerah,

b. mengajukan pertanyaa n,

c. menyampaikan usul dan pendapat,

d. memrlih dan dipilih,

e. memoela diri

f. imuniras,

g mengikuti orrentasi dan pcnCaiama I tugas,

h. protokorer,

i. keuangan Can administ:atir , dan

j. menerima dokumen baharn pernbal-asan dan hasil akhir pembahasan setelah r
disahkan.

[)asa I 24

( 1) setiap anggota DPRD mempunyar hak r rengajukan rarrcangan ;reraturan daerah.
(2) Usul prakarsa sebagarmana dimaKSLr.-r pada ayat (1), disampaikal kepada cimpinarr

DPRD dalam berrtuk rancangan peratur rn claerah disertai penlelasan secara tertulis dan

diberikan nomor pokok oleh sekretariai DpRD.

(3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksuc nada ayat (2) oleh pimpinan DpRD clisampaikan
pada Badan legrslasi Daerah urrtuk dri rkLrkan pengkalrar

(4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Leqrslasi Daerah, prmpinan rner yampaikan kepada
rapat paripurna DPRD.

(5) Dalam Rapat Paripurna, para pengusLrl tliberi keser:roatan mernberikar, penjelasan alas
usul sebagaimana dimaksud pada aya,. (2).

(6) Pembica'aan rnenEenar sesuatu usul prakarsa dilaki,i<an dengan rremberikan
kes.:mpatan kepada:

a. anggota DPRD lainnya untuk merrr;erikan pandangan,

b. para penQusul memberikan jaw: L.,an atas pandang an t)ata anggota DpRD
la nnya.
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(7) Usul prakarsa setelum diputuskan menjadi prakarsa DpRD, para F,engusul berhak
me ngajukan perubahan dan/atau men :abutnya kembali.

(6) Pembicaraan mernutuskan menerinra atau me,rorak usLr, pr akarsa :nenjaci prakarsa
DPRD, diakhin dergan Kepuiusarr DF,RD yang menerrma atau menc lak usui prakarsa
menjad prakarsa DPRD.

(9) Tata cara pembah rsan ranc..ngan peiaturan daerah atas prakarsa DpRD mengikuti
ketentuar, yang berraku daram pembarr?san ranca.rgan perat.lran daerah atas prakarsa
kepala oaerah.

tertulis

(2) Jawab.ln terhaclap pertanyaarr anggote DpRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dil,erik;-n seca:a risan atau secara tr rturls 611urn tenggang waktu yang disepakati
bersama

Pasa I 26

(1)setiap an(,gota DpRD daram rapat DFRD be'hak mengajukan usur dan pendapat
kepada penrerintah daerah maupun k:pada pimprnan DpRD.

(2) Usul dan pendapat sebagarmana d,,"naksud pada ayat (1), disampaikan rengan
memperhatil.an tatakrama, etika, morar. sopar santun dan kepat,.Jtan sesuai denEan
kode e-,tik DPRD

F asal 27

setiap anggota DPRD berhak untuk menrrr r dar, <,rpriirr menlacli anggota atau pimpinan dari
alat kelengkapan DFRD sesuai dengan pe.lturan perundang-uncJangan.

F,rsal 28
(1) Setiap anggota DpRD berhak menrbe a .iiri terhadap dugaan peranggaran terhadap

ktltcttlttlttt J)()r;)lllra)ll pr:rrrrtrJlnrl urr(lir1(. r1 k<ttl1 r:lrl, cjiy. l,grittrrrir,r l-ala.Iettib DpRD.
(2) Hak membera drrr sebagar'rana o,raksud pada ayar r 1) riirakukan seberum

pengambtlan k€putusan oieh Badan Ke, ormatan

(1)Setiap a.rgaota DPRD c afrat

berkaitan de ngan fungsi, tugas

p:sa I 29

(1) Anggota DPRD trdak dapat drtuntu, dr Cepan pengadilan
dan/atau peltdapat yang dikemtkakan rya baik secara
rapat DPRD maupun di luar rapat D;rtiD yang berka
wewenang DPRD

l)asal 15

nreng,: tkan pertalyaan kepada pemerintah dae,.ah

dan wev,ena|g DPRD baik secara lisan maLrpun secara

karena perr yataan, pertanyaan

IrSan |naup.rrr tertulis di dalam

tan dengan fungsi, tugas dan
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(2) Anggota DPRD tidak dapat digarnti a'rtarwaktu l,iarena p3rnyataan, pertany3an dan/.ttau

pendapat y ang dikemukakanr,ya baik di daram rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD

yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan vrewenang DPRD.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada nyat (1) tidak berlaku dalam hr,l anggota DpRD

ya,rg bersangk.rtan mengumunkan ,natcl yang relah disepakat, dalam rapat tertutup

untuk dirahasrakan atau hal lain ya rg Jimaksud dalam ketentuan nrengenai rahasia

negara sesuai lengan ketentua-t per. turan perundang-und:,ngan.

"asa I 30

('1)Anggota DPRD mempunyai hak uni,rk mengikuli orientas, oelaksarraan tugas sebagai

anggota JPRtI pada permulaan mi.sa jabatannya dan rnergikuti p-'ndalaman tugas

pada masa jabalarnya.

(2) Anggota DPRD nelaporkan hasil o:laksanaar; orientasi dan pendalaman tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pirrprnan DPRD dan kepada pimpinan

fraksinya.

(3) Penyelenggara orientasi sehaga,mana dinraksud pada a! al (1) dapat dilakukar oleh

pemeriltah, pemerintah daerah set€,mpat, sekretaiiat DPRD, partai politik atau

perguruan tingg,.

P;sal J"l

Hak protokJler, keuangan, dan administrat i pimpinan dan anggo(a DPRD diatur tersendiri

dalam pera t'-rran pen rerintah.

Pa'agral 5

Kewajihan Anggota DPRD

Pasal 32

Anggota DPRD mempunyai kewa.lrban

a. memega"rg teguh dan mengamalkarr F ancasila:

b. .nelaksarakarr Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, dan

mentaati p(.?ratu ra n perundang-undan1.an,

c. mempertahankan dan memellhara lerukunan naslonal dan keutuhan I,legar.r

Kesatuan Fle pu b lik lndonesia,

d. mendahulukan 1(epentingan negara jr atas kepentingan pribadi, kelompok dan

golongar,,

e. memperjuargkan peningkatan kesejahte aan rakyat,

f. men ati prinsip dernokrasi dalam per S,elcnggaraan pemerintah.:n daerah;

g. menaatr tata tertib dan kode etik,

h. menlaga e:lka dan norma dalam i rbungan kerja dengar) lembaga lain Cialam

penyelenggaraan pemerintahan daer a r,

i. menyerap Can menghimpurr aspir€ si konstrtuen melalui l<urrjungn ker.1a secara

berkala:
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j menampune dan me,t indaklanluti asl rrasi dan penga(.uan rn?s)i arakat;
k nrember,kan pertanggunglawaban seca, a ntoral dan politis ker:ada konstituen di

daerah pemrliha n n va.dan

l. Mengikuti Upacara Resmi pemerrntaf Kabupaten Rembang melipr.rtr.

a Up.rcar.t irar, UIang Tahun ( HL,T 1 Kemerdekaan Repuotrrr lr.cjonesra,
b. Upacara Hari Jadi Kaoupaten Rembang.

BAB III

,:RAKSI
pasal 33

(1) Untuk mer,goptrmalkan peraksanaan fur gsi, tugas cJan werven.,]ng DpRD serta hak dan
kewajiban an lgota DpRD, dibentuk rraksr ser-agai wadah berhrmpun an39ota DF,RD.

(2) Setiap anggota DpRD wajib menjadi anr,gota salal satu fraksr.
(3) Setiap fraksi di DPRD beranggota[,an ,_,aling sedikit sanra clen3an jumlah komisi di

DPRD

(4) Partai poritrk yang .lumrah anggotanya c)i DpRD mencac?i keten*ran sebagaimana
dimaksud paca ayat (3) atau lebrh dap:ri n rembentuk 1 (sar ) fraksr.

(5) Dalant ha' padar politik yang .JUmlah anggotanva dr DpRt) tidak m,:menuhi ketentua,
seba,gaimar,a dirrraksud pada ayat (3). anggc,tanya dapat b.:rgabung dengan fraksi yang
acla atau membentuk fraksi gartungan

(6) Dalam hal :idak ada 1 (satu) parta ooliiik /ang memenu,, persyaratan sebagaim4na
oimar<sud pada ayat (3) maka c, bentuk 1-aks: gabungan yang.lumrahrrya paring banyak 2
(dua) fraksi gabu nga n

(7) Partai poritik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan eyat (s) harus mendudrkkan
anggotanya dalam satu fraksi.

(8) Pembentukan fraksi sabagaimana d rr rksud pada ayat (4) ayzt (5) dan ayat (6)
dilaporkan kepada pimpinan DpRD rntu. diurnumkan daram rapat paripurna DPRD.

(9) Fraksi yang terah diumumkan r,alam rap:t par.ipurna sebagain ana dimaksud pac)a ayat
(8) bersifat tetap selama masa kean3got:ran DFRD

(10) Sekretariat DPRD menyediakan sa,.lna angJara., dan tenaga ahri guna kerancaran
pelaksanaan tugas fraks, sesuai den ran kebutuhan dan derrgan memperlratikan
kemampuan APBD.

pa;a I 34

(1) trraksi sebagainrana dimaksud daram pa ;ar 33 mempunyai sekretariat fraksi.
(2) sekretariat fraksi sebagaimana dimaksL.d pa,-ia ayat (1) mempun/ai tugas menrbantu

kelancaran pelaksanaan tugas fraksr

(3) l'Jntuk pelaksanaan tugas sebagaimana iimaksuc paca .)yat (2) crsediakan sarala,lan
anggaran sesuai dengan kebutuhan dan Kemampu.:n lrpUD.



(4) sarana sebagaimana dinaksr,rd padi, ayat (.r) adalah ara' tulis kanlor dan alat

kelengkapan kantor, tidak t€rmi]suk sar, ne mobilitas.

(5) Anggaran sebagaimana clrmaksud paJa avat (3) adalah kebL'tulran belanja untuk

menunlang kegiatan'apat fraksi dan ke ,utuhan kesekretariatan.

P; sar 35

(1) setrap freks sebagarnana dimaksud da,a.n Pas3l 33 dibantu oleh 1 (satu) oranJ tenaga

ahli

(2) Tenaga a lli sebagairrana dimaksud Da.a a'tal (1 ) paiing sedikit rnenrenuhi persyaratan:

a. berpendidrka' serendah-,endahr ya 3trata satLr (sr) dengan per ga arnan kerja

palirg srngkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pen Jata,.nan kerja paling

singkat 3 (tiga) tahUn, ataU s.rata tiga (S3) dengan peng.r,aman kerja pailing

sed'iiit 1 (satu) tahun;

b. menguasai bidar rg pemerintahan,

c. mencui.rsai tugas darr tungsi DP.lD.

I asal 36

(1) Pimcin.:n fr.:ksi ter3 r atas ketua, wakil ketua, dar'r sekretari.j vang rriprlih dari dan oleh
arrJgota fral si.

(2) Pimpinan f aksr yang telah terbentuk seb rgainana drmaksud pada ayat (1), dilaporkan
kepada pin prnan DFRD untuk diurru rka,r dalam raoal parrpurna

(3) Fraksi-fraks [,,PRD adatah

a. Fraksr Partai Per:iatuan Pembangunan;

b. Fraksi Derrrokrat:

c. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;

C Fraksr Partat Gerakan lndonesra R aya

e. Frallsr Parlar Demokrasi lndonesia rerjLrangan Nasd,.m,

f Fraks Larya Sela htera,

g Fraksi llarapan,

B,\B lV

,qLAT KELENGKAPAN DPRD

Bagia n Kesatu

Urnum

?e sal 37

('1 ) Alat kelengkapar^ DPRD terdiri :.tas

a [r rlt-t prn a n,

b. Badan Musyawarah,

c. Korn isi

d. Badan Leg islasr Daerah,
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e. Bada n Anggaran;

f. BaCan Kehormatan, da rr

g. Alat kelengkapa n lain y..r rg dipe lukan dan dibentuk olelr r.p.,t !arpurna.

(:1) Kepemimoinan alat kelengkap?n seba!,arntana drnraksud pada aya, (1) bersifat kolektif

dan kolegia I

(3) Dalam menjatankan tugasnya, alat kelt:ngkapan dibantL oleh sekret rriat.

Bag;an Kedua

Pimpinan

F asal 38

(1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) or rng ketua dan 3 (trga) orang waxil ketua.

(2) Pirnpinan sebag?imana dimaksu,l pao r ;ryitl (1) berasal dari parlti pciitik berdasarkan

urutan peroleflan kursi terbanya'( di Dt.(D.

(3) Ketua DPRD ialah anggota DPPD ya - g berasal dari parrai politik 'iang memperoleh

kursi terbanyak pertama di DPRD

(4) Dalan hal .erdapat lebih dari 1 (satu/ padai politik yang 'r'rernperoleh kursi terbanyak

pertama sebagaimana dimaksuC pada ayat r3), l.etua IaDRD ialal-. anggota DPRD

yang berasal da.i partai politik yang rnemceroleh su3ra terba,ryak.

(5) Dalam hal terdapat iebih dari 1 (salu) parlai politik !anQ rrremp€roleh suara terbanyak

sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentr.an ketua DPFD dilakukan

berdasarkan persebaran wilayah t ercl,)han sLrara partai poli'ik yang lebih luas secara

berjen1a ng.

(6) Dalam hal terdapat rebih dari I (satu) nartai politik yang mexpercleh kursi terba.yak

Derta|na sebagairnz na di naksud pad3 ayat '3), wakil (etua Dt,RD ialah angqota

DPRD yang beraszir dari partai poriti ' yang nre,nperoleh suara terbanyak keCua,

ketiga, da n/ata u keenrpat.

(- )Apabila masih terdapat kursi wakil , :tua DPRD yang belum terisi sebagaimana

dimaksuo pada ayal (6), m; ka kursi v,i-r.ril ketua diisi oleh anggota DPRD yang l)erasal

dari partai co,itik yang memperol,.,h kL ft I terbanyak kedua

(8) Dalam iral terdapat rebih dari 1 (satu) )artai politik yang memperoleh kursi tercanyak

kedua sama ,vak,l ketua sebagai nar,a dimaksud pada ayat (7) ditentuka.r

b,-rroasarka r urutan rrasil perolehan suara te;barryal:.

(9) Dalam hal te dapat lebih dari 1 (satu) ,)aftai pol;t,k yang memperoleh kursi ter tanyak

liedua sebagarnrana dimaksud pad:. ayat (7), penentuan wak.il ketua DPRD

sebagainran;- drnraksud pada ayal '.) drtakukan berdasar<an persebaran rvilayah

perolehan suara parlai politik yang lebri iuas se:ara berJenjang.
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Pirsal 39

Dalam nel pirnpinarr DPRD sebagaiman r dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) belum

terbentuk, DPRD dipimpin. oleh prn^prran sementara DPRD dengan tugas pokok

mentimpin rapat DPRD, memfasilitasr p lmbentukan fraksi, rremfasilitasi perryusunan

peraturan tata tedib DPRD, dan memros 3s penetaoan pimpinan DPFiD definitif.

(1)Pimpinan sementara sebagaimana dinaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua

dan seorang wakrl ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi

terbanyaK pertama dan kedua di DPRD

(2) Dalam hal .er(Japat l?bih dari 1 (satu, ,-,ar1ai polrtrk yang memperoli h terbanyak sama,

ketua Jan wakil ketua sementara LPRD ditentukan secara mus,/awarah oleh wakil

partai politik yang bersangkutan.

(3) Dalam hal musyawarah sebagaim.:na dimaksud pada ayat (1,) tidak mencapai

kesepakatan, ketua dan wakil ketL a sernentara DPRD beras al cari partai politik

berdasarkar urutan perolehan suara Jtlarn pemilihan umum.

Pasar 40

(1) Partar polrtik yang berhak mengrsi kursr pirr.prnan DPiID sebaaairrana dimaksud

dalam Pasal 39 ayat (1) menyampar'.an 1 (satu) orang calon pimpina,t DpRD kepada

pirnpinan sementara DPRD rrntuk d;.rmLrrnkan dan ditetapkan calam rapat pa-ipurna

DPRD sebagai calon pirnpinan DPRD

12) Penyempaian 1 (satu ) orang calon pi npirran DPRD ote", padai pclilik sebagirimana

dimaksud pada ayat (1) secai'a adrniristratif ditandatangar,i oleh k,.tua dan sekretaris

partai politik atau jabatarr lain sesur r dengarr AD/ART padLr partar politik setempau

SeSUai dengan tingkatan wilavahrrr a harus sesuai d,:noan reKomendaSi dewarr

pimpinan pusat partai politik yar g be, ;angkutan

(3) Dalam hal penyampaian usul calon pimpi;-,a r DPRD yang diajukan oleh pimpinan

padai politik setempat/ sesuai deng; r' trngkatan wilayahnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) herbeda dengan rekor rerrdasi dari Cewan pimpinan pusat partai yang

bersangkutan, yang berlaku adalah crlurr .r rggota DPRD yang di:ekomendasikan oleh

dewan pimpinan pL/sat partai yang be sangkutan.

(4) Pimpinan sementara DPIID meryanparkan nanra calcn pimpirran DpRD kepada

gubernur rnelalur btrpati untuk diresmiki,n pengar,gkatannya

(5) lstilah "rnelalui" sebagaimana di -rrakir.d pada ayat (4) dlmaksudkan bahrn a bupati

hanya nrenerr.rsl\an keput[ san DPRD /ang ditandatangar oleh pimpinan sementara

DPRD.

(6) Apabila bupati tidak menerusl arr kapr..usan DPRD tersebut sebagaimana dimaksu,J

pada a\ at (5), 
1_ imoinan sementara D rRD Japat langsung mengusulkan peresmian

pengangkatan orn,l,rnan DPR) kepada c.;rrtcrnur
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Pasal 41

(1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud d,rlam pasal 40 ayat(2) sebelum mernangku

.iawabatainnya mengucapkan sumpahr;anji Ji geJung DpRD setempat yang dipandu
oleh ketr,a pengao ilan negeri

(2) Dalam hal pengucapan sumpah/janli di gedung DpRD setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat l1) karena alasan tertentu tiJak dapat dilaksanakan, pengucapan
sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilirksanaka,r di ternpat tai,r

(3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebaqaimana dimaksud pada ayat (1)
berh:langan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DpRD dipandu oreh wakir ketua
pengadiian negeri.

(4) Dalam hai wakil keiua pengadilan r egeri sebagaimana d,maksrd pada ayat (3)
berhalangarr, pengucapan sumpah/ranri pimpinan DpRD dipandu oleh hakim senior
pada pengadilan negeri yang dituniuk cleh ketua pengadilan nc,gori.

[) asa I 42

(1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas

a. mernimpin sidang dan rnenyirir r;u lkan hasil sidang ur:tuk dia nbil keputusan;
b. menyusu^ rercana kcr ja dan rr ren,;adakarr penrbagia. ker.Ja antara ketua dan

wakil kerua,

c. melakukan koordrnasi Jaram upaya menyinergikan perakseinaan agenda dan
materr kegiatan dari alat keleng|.epan DpRD;

d. menjadi juru bicara DpRD, 
1

e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DpRD,

f. mewakili DPRD daram hubunga,rrya dengan rembagaii i.rstans.i Iairrnya;
g. mengadakan konsultasa dengarr kepala daerah dan prmpinan lembaga/instansi

lainnya sesuai dengan keputu:.an [)pRD,

h mewakiti DPRD di pengadrlart,

i. melaksanakan keputusan Dpt,D ber kenaan denrtan penetapan sanksi atau
rehabilitasi anggota sesr,ai deng.:n keter'rtuan peraturan peruncr rng-undangan;

j. menyusun rencana anggaran L,:rrama sekretariat DpRD yang pengesahannya

dilakukan dalam rapat paripurna dan

[.. menvampaian raporan kinerja prmpinan DpRD dari , rr rapat DpRD yar,g khusus
diadskan untuk itu.

(2) Dalam hal sarah seorang pimpinan Dpt-rD herharan,Jan s€rnentara kurang dari 3o (tiga

t'ulu'1) hari, pimpinan DPRD rrengaoakan mrrsyawarah untr.rk mer,errtukan salah satu
p>irnJ:rrrarr Dl)lll) rinttrk rnclaks,anakar,, tl.tgas p lrptr)an I_.tt,ll D yang berhalangan
sementara sampai clengar' pimprnan yang bersangkutan dapa. meraksanakan tugas;
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(3) Berhalangan sementara sebagairn.rr a dimaksuo pada ayat (2) adalah situasi dan

kondisi yang menyebabkan unsur rimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan

tugasnya.

(4) Tidak termasuk berhalan3an senrentar;r sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila

anggota pimpinan DPRD dikenai sanksi pe,rberher:tian sementara sebagai anggota

dan/atau pimpina, i DPRD;

(5) Dalam iral salah seorang pimpinan DF RD cerhalangan sementara lebih dari llo (tiga

puluh\ hari, partai politik asal pimpinan DpRD yang berhalangan senrentara

mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DpRD yang berasal dari
partai politik terseDut untuk melaksan.lkan tugas pimpinan DpRD yang berhalangan

sementara.

Pasal 43

(1) Masa laoatan pimpinan DPRD ierhitunE sej:k tanggal pengucapan sumpah/janji
pimprnan dan beraknrr bersamaarr dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan

DPRD,

(2) Pimpinan DPRD berhenti dari iabatannya sebelum berakhir masa jjbatannya karena:

a. meninggal dunia,

b. mengrrndurkan diri sebagai pimpinar DpRD,

c. diber hentikan sebagai anggota DpRD sesuar dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau

d. diberheniikan sebagai pimpinan DpF D. r
(3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari Jalatannya sebagaimana dima(sud pada ayal (2)

huruf d apabila yang bersangkutan.

a melanggar sumpalr/janji jabatan dn r l.ode etik DpRD berdasar.<an reputusan Badan
Kehormatan; atau

b. diusulkari oreh partai politiknya sesrrai dengan ketentuan per?turan perundang_

undangan.

(4) Dalam hal salah seorang pimpinan brrhenti darr jabatanrrya sebagarmana dimaksud
pada ayat (2), anggota pimpinan ra jrrn)'a menetapkarr sarah seora,)g ,Jr altara pinrpinan
untuk melaksanakan tugas pimprnan yang t erhenti sanrpai cier:gan dite,apkannya
pimpinan pengEa rrtj yang definitif.

(5) Dalam hal ketue dan wakil ketua berher)ti secara bersamaan, tugas oimpinan DpREr
dilaksanakan oleh pimpinan sementara y,ang d.ben.uk sesuai ketentu.rn pasal 39.

P asa I rl4

(1) Usul pemberhentian prmpinan DpRl, setiagaimana or,-naksud ialam pasal 43
dilaporkan dalam rapat pariourna DpRI_,oleh pimpinan D?RD lainnya.

(2) Pemb-'rhentian pimpinan DpRD sebagarmana dimaksud pi da ayat (1) ditetapkan
dala.n rapat paripurna DpR D.
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(3) Pemtrerhentran pimpinan DF RD sebagaimi.ir a dimaksu,j pada ayal (2) ditetapkan

dengan keputusan DPRD.

. Pasal 45

(1)Keputusan Dt'RD tentang pemberhentian pitnotnan DPRD disanpaikan oleh pimpinan

DPRD kepada gubernur malalui bupati 'rntuk peresmian pe i"n berhentia nnya.

(2) Keputusan DPRD sebaga mana dima| sud pada ayat (1) disertai (lengan berita acara

rapat paripuina DPRD sebagaimana din.aksud dalam Pasal 41

Pasal 46

(1) Pengganti pimpinan DPRD yang berh:ntr sebaeaimana din,aksud dalam Pasal 43

berasal dari parte i politik yang sama der';an pimpinan DPRD yang berhenti.

(2) Calon pengganti pimpinan DPRtt yang berhenti diusulkan oleh pimpinart partai politik

sebagaimana Cimaksud pada ayat (1) ,rntuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD

dan ditetapkan dengan keputusan DPRIr

(3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresrrian pengangkatan calon pengganti pinpinan

DPRD kepada gubernur melalui bupati.

Eag.an K:tiga

Badan [Iusyawarah

Pasal 47

(1)Badan Musyawarah merupal,.an alat llelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan

dibentuk olel DPRD pada awal nrasa jar:atan ke;nggotaan D?t1D.

(2) Jumlah anggota Badan lv4usyawarah selranyar< 22 (duapuluhdua\ orang terdiri dari

unsu' pimpinan DPRD 4 (empat) orarrg, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 4

(empat) orang, Fraksi Demokrat 3 (titla) orang, Fraksi Partai Demokrasi lndonesia

Perjuangan Nasdem 3 (tiga) orang, Frz rsi Karya Sejahtera2 (,.jua) o.ang, Fraksi Partai

Kebangkitan Bangsa 2 (dua) orang, Fraksi Partai Gerakan ,ndonesia Raya 2 (dua)

orang dan Fraksi Harapan2 (dua) orang

(3) Susunan keanggctaan Badan Musyaw.rah ditetapkan dalam ra,)at parrpurne setelah

terbentuknya pimpir:an DPRD, Kornisi, Brdan Anggaran dan Fraksi.

(4) Ketua dan wakil ketua DPRD kare ra jr,tratannya adalah pimpinan Badan Musyawarah

merangkap anggota

(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya atialah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan

sebagai anggota.

(6) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Musyawerah didasarkan atas usul fraksi

dan dapat dilakukan pergantian pada setiap Awal Tahun Anggaran.

Pasa I 48

(1) Badan Musyawarah mempunyar tugas:

a. menetapkan agencia DPRD untuk 1 (satu) tahun sida;rg, I (satu) masi persidangan,

atau sebagian de.. suatu masa persidar:gan, perkiraan waktu penyeles.aian suatu
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masalah, darrlangka waktu cenyelo:aian rancangan per?tura,t daerah, dengan tidak

mengurangi kervenangarr rapat par p.trna untuk mengubahnya;

b. memborikan pendapat kepadei pin:f ,nan DPRD dalam menentukan garis kebijakan

yang menyarrgkut pelaksanaan tr.rga:. dan vrewerrang DPRD,

c. meminta danlalau memberika.n kescmpatarr kepada arlat kelengkapan DPRD yang

lain untuk memberikan keteranga n/pe;rjel :san mengenai pelaksanaan tugas rnasing-

rnasing:

d. menetapkan jadrval dan acard rapat DPRr),

e. memberi saran / pendapat untuk rre,nperian,:ar kegiatan,

f. merekomendasillan penrbentukan p. nitia khus rs; dan

q. mela,<sanakar) f igas lain yar g diserahkan oleh rapat p.rrrpunra kepada Badan

Musya,rraralr.

(2) Setiap ar,ggota t3adan Musyawarah v'a;b

a. meng3dakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Bada,r

M usyawarah;d a,-r

b. meny:mpaikan pokok-pokok hasjl r'a tat Badan Musyawarah kepada fraksr.

Bag ia,r reempat

Komisi

Pirsal 49

(1) Konlisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifai tetap, jan cribentuk oleh DpRD
pada awar nr,'tsa litbatan keanggotaar, frpRD

(2) Setiap anggota DPRD keclratr prrnprr,:n DpRD walib rnenladi ir,rclgota salah satu
Kom isi

(3) DPRD meinbentuk 4 (empat) komisi

(4) Jumlah anJgota setiap komisi sebagarmana dimaksud cada ayat (3) diupayakan sama,

berkisar anta.a 10 (sepuluh) orang sampai dengan 1 1 (sebelas) or ang.

(5) Penempatan anggota DPRD .ialam <omisr dan perpirrdaharr rya ke komisi lain,

didasarkan atas usul fraksi dan dapa: dilakr.rkan setiap a\r'al tahun aneg?ran.
(6) Agar penernpati:rr anggota DpRD dal:,m 'iomi.si-komisi sebargaimana dim.rksud pada

ayat (5) menrenuhi ketentuan sebagairnana dirnaksud ayat (4), frarlsi me.atakan usul
penempatan anggotanya di setiap komisi

(7) Dalam hal jumlah anggota komisi-kofrr,;i belum n emenuhi kellntuan sebagaimana
oimaksud pada ayat (4), pemenuhannya dir.rpayakan melalui rrusyawarah ketua-ketua
fraksi yang dirasilitasi oteh pimpinan Dp lD

(8) Dalam hal upaya meralui musyawa.ah sebagaimana drmarsud paJa ayat (7) iumlah
ar'rggota kornrsr-korrrsr belrrrn memen,ri,r k"tentuan sebag?imdna dimaksud pada ayat
(4). maka dit:mpuh dengan upaya la,n yang difa:ilitasi oleh nirrpinan DpRD.

(9) Ketua, wakjl kerua, dan sekreraris Ko nisj dipilih dari dan Jleh anggota kornisi dan
dilaporkart dalam rapat paripurna DpRD
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('10) Keanggotaan dalam komisi diputusl.arr rialam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi

pada awa: tahun anggaran.

(1 1) Masa jabatan ketua, wakil ketua Can s-rkretaris komisi ditetapkan pal ng lama 2 Yz (Cua

setengah) tahundan dapat dipilrlr kenrbali

(12) Angg()ta DPRt) pengganti antaMaKru menduduk j ter rpat angg2ta komrsi yang

digantikan.

Pasal 50

(1) Komisi DDRD Kabupaten Rembang me,inuti

a. Komisr A : Bidang Hukum dan ?emerintahan

b. Komisi B . Bidang Ekonomi dan (euangan

c. Komisi C . Bidang Pembanguna:

d. Komjsi D Bidang F.emasyarakalan

(2) Komisi-komisi dalam melal sanakan tug.;s didasarkan atas <on petensinya.

(3) Pembidangan ko.risi meliputi .

a. Komisi A, biJang Hukum cjarr Pe:nerintahan meliputi.

1) Bupati darr Wakil Brrpati,

2) Sekretariat DPRD;

3) Sekretariat Daerah,

4) Bagian Tata Pemerintahan Setda;

5) Bagian Hukum Setda;

6) Uagra n Umum Setda,

7) Bagian Hubungan Masyaraka Setda;

8) Bagian Organisasi dan (epegawaiarr Setda,

9) Badan Kepegawaian Daerah;

10) Dinas Perh -rbungan, Komunikasi dan lnfcrmatika;

1 1)lnspektorat,

12)Satpol PP,

13) (antor Kesatuan Bangsa, F,ol tik dan Pcrrindung. r l"4asyarakat,

14)Dinas Kependudukan dan Catatan Sipiii

15)Kecamatan/ Kelurahan/ Desa lan

16)Badan t-ing kungan Hidup,

b. Komrsi B, brdang El<onomi dan Kcuangan meliputr.

1) Bagian Adnrinistrasi Pcrekoncmian Setda,

2) tsagian Admjnistrasi Keuangarr Setda,

3) Din:is Pendapatan, Pengelclaan Keuangan dan Aset Daer;llr;

4) Din.{s Perindustrian, Perdaga rgan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Ile nenga h,

5) Dlnas Pertanian dan KehLrtan.ln,
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6) Dinas Kelautan dan Perikanan.

7) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,

8) E,adan Ketahanan Pangan Can Pelaksana Perryuluhan Pertunian, Perikanan

dan Kehutanan,

9) Kantor Pelayanan Perizinan Te.padu,dan

10)BUt,,4D

c. Komisi C, bidang Pembangunan meliputi:

1) BaEian Administrasi Pembangunan Setda;

2) Dinas Pekerjaan Umum;

3) BaCan Perencanaan PembanSlunan Daerah;dan

4) 3adan Penanggulangan Bencr:na Dae.ah.

d. Komisi D, Bidang Kemasyaral(atar meliputi:

1) Eiagian Kesejahteraan Rakyat Setda;

2) Drnas Pendidikan;

3) BLUD RSUD dr R Slrtrasno

4) Dinas l(esehatan,

5) Badan Pemberdayaan Masyarakat. perenrpuan Can Keluarga Berencana;

6) Dinas Sosial, Te raga Kerja .jao Transmigrasi;

7) Dinas Kebudayaan, Pariwisati-, Pemrlda Can Olah Raga, dan

8) Kantor Perpustakaan dan Arsi'r. y

Pe sal 51

Kornisi memp tnyai lugas :

a. mengupayakan terlaksananya kewa.li.ran daerah sesuai dengan ketentuan peraturat)

perundang-undangan;

b. melakukan pembahasan terhadap 'ancrngan peraturan c.laerah, darr rancangan

keputusan DPRD,

c. melakukan pengawasan ierhadap pF aksanaan peraturan daerah Jan ApBD sesuai
dengan lingkup tugas komisi,

d. membant'r pimpinan DPRD untuk :-nengupa'/akan penyeresaian masalalr yang

disampaikan oieh kepala daerah dan/atau mesvarakat kepaca DpRD,
e. menerrma, menampung dan membahas serli) menincaklanluti asprrasi masyarakat;
f. memperhJtikan up,lya peningkatan I esejahiera:rr rakyat dr daerah,
g. melakukan kunlungan kerja komrsi yang bersangkutan atas per setuluan pimpina.1

DPRD,

h. mengadakan raoal kerja dan oengar pendapat,

i. mengajukan usur kepada pimpinar DpRD yang termasrk daram rr.,ang lingkup
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bidangr iugas ma:,ing-masing komisi. dan

j. memberikan laporan tertulis kepada prmpinan DPIID tertang hasil pelaksalaan

tugas lomrsr.

Bagi:n Kelima

Badan t- eg is las i Daerah

Pasa | 52

Badan Legisla;i Daerah merupakan alat kcrengkapan DpRD yang hesifirt tetap, dibentuk

dala r.r rapat pa'ipurna DPRD

|rasat 53

(1) Stlsunan darr keanalgotaan Bada,n Leg slasr Daerah dibentuk paoa Derm,,rlaan masa

keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.

(2) Jumlah anggota Bacjan Legislasi Daerah sebunyak t 1 (sebelas) orang r3rdiri dari Fraksi

Partai Persatuan Pembangunan 2 (cua) crang, Fraksi Dernokrat 2 ldua) orang, Fraksi

Partai Kebar^gkrtan Bangsa 2 (dr?) orang, Fraksi Fartai L)enokrasi lndonesia

Perjuangan Nasdem 2 (dua) orang,Frakr Partai Gerakan ln Jonesia Ra',a 1(satu) Jrang,

Fraksi Karya Selahteral (satu) oranE dan F-aksi Harapanl ,eatu) orang.

(3) Jrrmlah anggota Badan Legislasr Da:r:h ditetapkan da 3rn -apat paripurna menurut
perimbangan ,jan pemerataan lumlal ar ggota kL.mrsl

(4) Jumlah anggota Badan Legislasr Daeral' setirra dengan lunrlat, anggoliikontisi di DpRD
yang bersangkutan

(5) Anggota BaJan Legislasi Daerah diusulkan (,leh mi)sing-masing fraksi

Pasal 54

(1)Pimpinan L;edan Legislasi Daerah te.dir, atas, 1 (satu) orang k{?tua dan 1 (satu) orang
wakil ketua yano dipiirh d rri car, oleh an!lgota Badan Lr'gislasr Daerah berdasarkan
prinsip mu.;y.:warah untuk -nufal<at

(2) sekretaris DPRD karena jabatannya at :lah sekretaris Badan Leg,;lasi Daerah bukan

anggota.

(3) Masa jabatan pir.rpinan Badan Legisli si Daerah paling rar:ra 2 % (dua setengah)

tahundan dapat dipilih kembali

(4) fulasa keanggotaan Badan LeEislasi Dae alr dapat diubah pada setiap tahun anggaran.

Pa ;al 55

Badan Legislasi Daerah nrempunyai tuEas:

a. menyusun rancangan progi'am legislasi ,.aerah yang memuat daftar urutan dan p-ioritas

rancangan peraturan daerah beserta llasannya rntuk setiap tahun anggeran di
lingkungan DPRD.

b. koordinasi untuk penyusunan program :gis asi daerah antara DpRD dan pern.-.rintah

daera h,
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c.

d

h.

f

menyiapkan ran:angan peraturar da:rah usul DPRD berdasarkan program prioritas

yang telah ditetapkan,

melakukan pengharmonisasian, pem I tlatarr, dan pemantapan konsepsi rancangan

peraturan daerah yang dralukan ang(:( ta, konlsr dan/atau gabLtnga:t kornisi sebelum

rancangan peraluran daerah tersebut r.ir;ampaikan kepada pimninan DPRD;

memberikan pert mbangan terha(jap .ancirngan peratrran daerah yang diajukan oleh

anggota, klmisi dan/atau 0abungan kr-rrisi. di luar p.ioritas rancangan peraturan daerah

tahun berj.rlan atau di luar rancangan IeratLrran daerah yang terdaitar dalam program

legrslasr daera h.

mengikutr perl.lenrbangan dan r,tela'< tkan evaluasr terhadap penrbahasarr materi

muatan rancangan peratu, an da:rah melalui koordinasi dengan konrrsi dan/atau panitia

khusus,

memberrkan masukan kepada pi 'nprnan f PRD .tas rar.rcangar] perjtLrian daerah yang

ditugask:n oleh [,acan Musyawarah, dan

membuat laporan l(inerja pada masa akhir keanggotaan DpF D baik yang sudah

maupun yang be lum terselesaikan untLlt. dapat digunakan sebaE.ri bahan oleh komisi

pada masa keanggctaan berikutnya.

s

Bag;an r/een:,m

Badan ltngga ra n

Pasa I 56

(1) Bacarr l,nggara r mcrupakan aiat kelengkapan DpRD yanJ bersifat t r.ap dan dibentuk

oleh DPRD pada awal ,nasa jabatan keanggotaan DpRD

(2) Jumlah anJg )ta Badan Arrggaran seb,rnya'( ?2 (c|ua p.rlutr dua) orang terdiri ciari unsur
pimpinan DFRD 4 (empat) orang, F-raksi Parlai persatu,,. Dembangunan a (empat)

orang, Fra (si Demokrat 3 (tlga) oran3,Fraksi Partai Demokrasi Indor esia perjuangan

Nasdem I \tiga) orang, Fraksi Partari r(ebangkrran Fangsa 2 (dLra) orang, Fraksi partai

Gerakan lndonesia Rala 2 (dua) oran,J Fraksr Karya se.lahlera2 (dua) orang dan Fraksi

Harapan2 (dua) oranq

Ketua da,r r'iakrl kelrra DPrID karena )abalanr,ya acalah ketLra darn v,akil ketua Badan

Anggaran merar gkap a nge. ota.

Susunan keanggotaan, ketua, dan wakr ketua Badan Angc;aran ditetapkan dalam rapat
paripurna.

sekretaris DPRD karena labatannya a(r. rah sekretari ; Badan Anggaran bukan arrggcta.

Penernpatan arilgota DPRD dalanr t adan Anugaran dan perpindahannya Ke alat
kelengkapan lainny3 didasarkan atas u..rl fraksi dan dapat drlakukan setiar awal tahun

a nggara n.

(3)

(4)

(5)

(6)
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P rsai 57

Badan Anggaran mt:mpunyai tugas:

a. membcr,kan saran dan p.endapat be upa pr-,kok-pokok pikiran DPRD kepada kepala

daerah dalam mempersiapkan ranc.,ngar, angSardn nendapatan dan belanja daerah

paling lambat 5 ( lima ) bulan sebelu:r ditetapkannya APBDi

b. melakukan konsultasi yang lapat r;wakili oleh anggotanya kepada komisi terkait

untuk mempLroleh masukan dalam r lngka perrbahasan rar.ranoan kebiJakan umum

APBD serta proritas dan platon ?ng(:aran sernentara,

c. memberikan saran dan pendaoat ,le rada kepala daerah dalam mempersiapkan

rancangan peraturan caerah ti,ntar g lerubahan APBD darr rancangan peiaturan

daerah tertang pertanggungjawabar pelaksanaan APBD.

d. melakukan penyempun raan ranca rgan peraturan daer. h tentang AF'BD dan

rancangan peraturan daerah t--nt nE pertanggLlngJawaLarr pelaksanaan APBD

berdasarkan hasil evaluasi guberrrr.rr Jersam3 tirn anggaran pemerintah daerah;

e. melakukan pembahasan bersarna tim anggaran pemerintah daerah terhadap

rarrcangan kebijakan umum ADBD ierla rancangan prioritas d.:n plafon anggaratl

sementara yang disampaikan oleh k -pala daerah, dan

f. memberikan saran kepada pimpina r DPRD dalam penyLrsLrr an rnggaran belanja

DPRD,

Bag ia .', Ketuju h

Badan Lehormatan

Pasal 58

('1) tladan Kehonnatan dibentuk oleh fPRD dan merupakan alat keleng[apan ya'tE

tetap

(2) Pembentukan Badan Kehormatan ss[sr;3inrana dimaksLrd pada ;.yat (1) d]tetapkan

dengan keputusan DPRD.

(3.7 Anggota BaCan l(ehcrmatan sebagaima'ra dimal<s,.LJ pada ayat r 1, ber;umlah 5 (lima)

orang ang!Jota yarrg dipilih dari dan oleh ar,ggota DPRD.

(4) 5 (lima) o'ang Anggota Badan Kehormatern sebagaimana dimaksrrd pada ayat i3)
adalah calon anggotai yang mendapatka,r perolehan suara ciari hasit pemilihan anggola

DPR0 terbany::k '1 sar-rpai denoan 5.

(5) Jika dalarn pemrlihan sebagaimana drrraksrrd ayal (4) te .apat perolehan srara yang

sama paoa urutan ke lima, maka ollak,tkan pemilihan ulang oleh ang lota DpRD pada

calon yang memp-"roleh suara sama sanpai didapatkan calon yang memperoleh suara

F)aling banya'(.

i6) Pimpinan Bad:rn Kehornratan sebagain ana dimaksud pada ayat (1) terd jri atas 1(satu)

orang ketua dan 1 (satu) crang wakil ke,ua yang dipilih dari r..lan olen anggota Badan

Kehormata n

bersifat
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(7) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana d:maksud pada ayat (1 ), dipilih dan

ditetirpka 1 oalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masrng-masing fraksi.

(8) Untu'< menrilih anggota Bada.n Kehormz tan. masing-masing fraksi b,'rhak mengusulkarr

1 (satu) orarg calon anggota Badan Kelrormatan.

(9) Masa tugas e nggota Badan Kehormatan palrng lama 2 l', (dua setengah) '.ahundar

dapat dipilih kembali

(10) Anggota DPRD pengganti antarwaktu rnenduduki temp?t ang(tota Badan Kehormatan

yang digant,'<an

(1 1) Badan Kenornratan sebagaimana dima rsud pada ayat (1) dibantu oreh sekretariat yang

secara tungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

Pa ial 59

(1 ) Badan Kehormatan mempunyai tugas .

a. memantau dan mengevaluasi di:;iclrn dan/atau keparuhan'erhadap moral, kode

etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka nren1aga martaha.t,

kehormatan, citra, kredibilitas DPF D;

b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan olen a,rggota DPRU terhadap

peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD,

c. nrelakukan penyelidikan, verilikasi, dan klarifikasi atas perrgaduan pimpinan

DPRD, anrlgota DPRD dan/atau rrasyarakat, dan

d. melaporkan keputusan Badan Kr.,hormatan atas hasil penyelidikan, veriiikasi,

dan kiarifikasr sebagaimana dim,lksud pada hurui c kepada rapat paripurna

DPRD,

(2) Dalam melaksanakan penyelioikan, ver fikasi, dan klarifilrasi sebaJaimana dimaksud

cada ayat (1), Badan Kehormatan dltpat ;nerrrnta bantuan ,,ari ahli independen.

Pasal 50

Unt. k ,nelaksanakan tugasnya sebag€,i,iana dimaksud dala'r Pasal 59. Badan

Kehormatan berwena;rg.

a. memanggil pimp'nan di,n/atau anggo,a DPRD yang diduga melakukan oelanggaran

kode etik dan/ata..r peraturan tata tortib DPRD Lrntuk memberikan klarifikasi atau

pembelaan atas pengaduan Cugaan ',elanggararr yang dilal,ukar

b. memrnta keterangan perrgadu, safrsi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait,

termasuk untuk meminta dorumen al.lu bukti l3in, dan

c. menjatuhkan sanksi kepada pimp,ran dan/atau anggota DPRD yang terbukti

m€,langgar kode etik dan/atau 
"eratu 

?n tala tertib DPRD.
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Pasal ti1

(1)Badan Kehormatan menjatuhken sanks, kepada pirnpinan dan/atau anggota DPRD yang

lerbukti melanggar kode etik da,t/atau per.,tdran tata tertib DPRD herd€ sar,<a n hasil

penyelidikan, veriflkasi dan klarifikasr ol. h Badan Kehormatan

(2) Sanksi sebagarmana dimaksud pada ayat (1\ dapet berupa

a. teguran lisa n

b. tegu. an te rtulir;,

c. per,rberhentian sebagai pimprnan arat k( ienfrkapan DPRD. atau

d. per."berhentiarr sebagai anggota DPRD sesuai dengan k€tentuan peraturan

perunda ng-u r,da ngan.

(3) Keputusan Badan Kehormatan menelnai penjatuhan sanks' beruoa teguran lisan,

teguran te.turis, ataru pemberhentiar sebagai pimpinan alat kerengkapan DPRD

disamparkan oleh prnrpinan DPRD kepada anggJta DPRD yang bersangkutan, pimpinarr

fraksi, dan pimpir an Dartai politik yang bersangkutan.

(4) K.:putusan Bada,rn Kehormatan meng€ nai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian

sebagai angrjota DPRD diproses sesuar dengan keterrtuan per aturan perundang-

undangan

P,rsa I 62

(1)Pengaduan sebagaimana dimaksud latam Pasal 59 ayat (1) hurJf c disampaikan

secara tertrrlis kepada prmpinan DPRD disertai identitas pengaCu yang jelas dengan

tembusan kepada Badan Kehormatan

(2) Pimpinan DDRD walib menyampaikan pen3aduan sebagaLmana dirraksud pada ayat (1)

kepada Badan '(ehormatan paling lan a 7 (tuluh) hari kerla terh tung se.jtrk tanggal

Pengad uan Crr.erma

(3) Apabila dalam langka waktu sebagairnana dinraksud pada ayat (2) oimpinan DPRt)

tidak menyampaikan pengaduan k:p:ula Eadan Kehormaran, Padan Kehormatan

menindaklanjuti nengaduan tersebut.

(4 ) Dalanl hai pengad, ran tidak disertai d{ ,ngan identitas pengadu yang jelas, pin rpinan

DPRD tida( meneruskan pengaduan sebagainiana dimaksud padr; ayat (1) kepada

Badan Kehc,rmalan

Pasa I 63

(1)Set€lah menerima pengaduan seJagarmana dimaksud rjaiam Pasal 6:1, Eadan

Kehormatan melakukan penyetidika, r, ver-irrkasi, dan klarifik;:si.

(2) Penyelidikan, verifikasi dan klar fikasi slbaoaim.lna dimaksud pada ayat (1) dilakukan

cengan c?ra meminta keterangan oar, penjelasan kepada pengadu, saksi. teradu,

dan/atau pihax-pihak lain yang terkait, {janlatau memverifikasr dokumen atau alat bukti

lain yang terkait.



(3) Hasil penyelidikan, veriflkasi, dan klarifi asi Badan l(eho, matan sebagaimana dimaksud

pada ayat 12) dituangkan dalam berrta a.:ara penyelid,kan, verifikasi dan klarifikasi.

(4) Pimpiran DPRD dan/atau Badan Kehor r ratan merrjamin kerahasiaan hasil penyelidikan,

verifikasr darr klarifrkasrsebagarrnana drrr-aksud ayat (3).

(5) Pimpinan DPRD Canlatau Badan Kehorr ratan menjamrn kerahasiaan identitas pelapor.

P'rsa I d4

(1) Dalam hal penyelidikan, verifikasi, dan klarilikasi s€,bagaimana dimaksuo dalanr Pasal

63 ayat r3) menyatakan bahwa t,. radu tercukti bersalah, Batian Kehcrmatan

menjatuhkan sa,'rksr sesuai derroan ting (at kL,salahannya

(2) Sanksi sebaga::rana dimak.;ud pa(la lyat (1) ditetapKan dengan keputusan Badan

Kehormatan dan dilaporkan kepada rap,r1 parrpu,na DPRD.

(3) Dalam hal keputusan Badan Kehorr .atan sebagaimana di'naksud pada ayal (2)

men]atuhkan sarrksi berupa pemi erhe,rtian sei)agai anggota DPtiD, pimpinan DPRD

menyampaikan keputusan terse5ut kep;,d6 par'r, politik yang bersangkutan.

(4) Pimpinan partai politik sebagaimana C,rraksud pada ayat (3), dalarl jangka waktu 30

(tiga puluh) hari selak keputusan ladan Kehormatan diterima, menyampaikan

keputusan dan usul pemberhentian ang.totanya kepada pimpinan DF,RD.

(5) Dalam hal pimpinan partai polrtik tidak menyampaikan keputusan dan usul

pemberhentian sebagaimana dimaksu(. pada alal (4), pimpinan t)PRD menyampaikarr

usul pemberl.rentran anggota DPR. r tersebLrt berdasark.tn keputusan Badan

Kehormatan sebagaimana dimaksud pe ja ayat (3) kepa(la gube rnur melalur bupati.

(6) Gubernur meresmikan pernberhentrar anggota DPRD berdasarrian usul pimpinan

DPRD seba3aimuna dimaksud pada ay rt (5)

Bagian Kedelapan

Alat Kelerrrkapan La in

Pasal 65

(1) Dalam hal diperlukarr, DPRD dapa' rnrinrbentdr alat kelenrrkapar lain yang diperlukan

berupa Pan itia KhusLis.

(2) Panitia Khusus s,:b;rgaimana drm lksud pada ityat ('1 ) r'ter Lr.)aka,t alat '(elengkapan

DPRD yancr bers rtat tidak tetap

(3) Panitia kl-usr,rs seba';airrrana dirraksrrd r adi, ayat (i ) dibentuk dalan^ rapat parripurna

DF'RD atas usul an!(tota setelah mendeng.lr perti,nbangan Badar Mrusyawarah.

(r') Pembentukan panrti.: khusus sebagaimana drmaksud pad.r ayat r3) r.litetapkan cengan

keputrrsar JPRD.

(5) Jumlah angg Jta panitia khusus sebagaimana dimaksurl pada ?,yal (3) ditetapkan

dengan nempedrmbangkan jumlah 6|ggota setiap komis yar-g terka.t dan disesuaikan

dengan program/kegiatan serta Kem.lmf,uan angqaran DpFiD



(6) Anggota panitia khusus sebagarmana Cimaksud pada ayat (5), ten iiri atas anggota

komisi terkait yang diusulkan oleh nrasincl-masing frarksi.

(7) l(etua, w lkil ketua, panitia khusus dipi'ih dari dan oleh anggrota panit;a :(husus

(8) Fanitia khusus dala- melaksanakan tu(lasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.

tsAB V

PERSIDANGAI.I, RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagir,n Kesatu

Pe;'sidanean

[)asa! 66

(1) Pada awa ma,,a labatan keanggota in, tahun sidang DPRD dimulai pada saat

pr'ngucapar r sumpah/janji anggota DPR:).

(2) Tahun sidan3 sebagaimana dimaksrrJ pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa

persidangan.

(3) Masa pers dangan sebagaimana dirnairsud pad; ayat (2) meliputi rrasa sidarrg dan

masa reses, kecuali p,:da persioangan terakhir dari satu periode ke:angotaan DPRD

dilakukan tanpa nrasa reses.

(4) Masa reses :;ebagaimana dimaksud p;rda ayar (3) paling lama 6 (enam) ha:i kerja

dalam I (satu) kali reses.

(5) [1asa reses dipergunakan oleh anggor]l DPR[r secara p€rseorar,Qan atau kelompok

untuk mengur,lurrgr dae,-alr pemilihannyi gun? .ne nyerap aspirasi masyarakat.

(6) Anggota DPFID secara perseorangan .rtau kelompok wa]ib membr at laporan tertulis

atas hasil pelaksanaan tugasnya pada rrasa reses sebagai:nana dimaksud pada avat

(5) yang drsampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat pari2urna.

(7) Jadwal darr [.egiatan acara selama mal a reses sebagaimana dimaks.-rd pada ayat (4),

ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mende.rgar pertimbangan Badan lt4usyawarah.

Bal tiarr Kedua

Fapat

P ,sal 67

(1) Jenis rapat DPRD terdiri atas

a. rapat paripurna,

b. rapat paripurna istimewa;

c. rapat pimpinan DPRD,

d. rapat fraksi,

e. rapat konsultasi;

'f . rapal Badan Musyawarah;

g. rapat komisi,



h rapat gabungan komisi,

i. rapat Badan Anggaran;

j. rapat Badan Legrslasi Daeraf,

k. rapat Badan Kehorrnatar

I rapat pa nitia khusus,

m. rapat kerla,

r'. rapat dengar pendapat; dan

o. rapat dengar pendapat umurn.

(2) Rapat pariplrna rnerupakan forum rapi t tertinEgi anggota DpRD datam pengambilan

Leputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakir ketua t)PRCr.

(3) Rapat paripurna istrn ewa merupakan ,'apat anagota DPRD yang dipimpirr oleh ketua

atau wakil ketua untuk melaksanaxa,r a.:ara tertentu dan tidak rrenganrbil keputusian.

(4) Rapat pimpinan DPRD merupal<an rapai para anggota prrnprnan DpRD yang dipirnpin

oleh ketua atau wakil retua DPRD.

(5) Rapat fraksi adalah rapat angaot€ fraksi /ang dipimpin oleh pimpinan fraksi.

(6) Rapat korrsultasi .rdz,lah rapar antara oinrp;nan DF,RD denqan pimpinan fraksi oan

pimpi,ran alat keiengx:pan DPRD yang r:rpirlprn o,eh pimpinan Dl)RD.

(7) Rapat Badan MusTawarafr n,erupak;ln r, p.rt anggota Badan M,tsyawarah yang drpimpir.

oleh ketua a:au v,akrr '(etua Badan Musy twa.ah

(8) Rapat ko.rrisi merup;kan rapat anggotJ kom si yang dipimpin oteh ketua ataU wakii

ketua komis .

(9) Rapat gabungirn komrsi merupakan rap:t anSgota antar komisi yang dipimpin olelr ketua

atau wakii ketua DPRD

(10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anqgota Badan Anggaran yang dipimpin oleh

ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.

(11) Rapat Badarn L egislasi Oaerah nrerupakan rapat anggota Badan Legisrasi Daerah yang

dipimpin ole'r I etua atau wakil ketua Baoar Legisrasi Daerah

(12) Rapat Badan llehornratan r,ierupakan raptit anqgota Ba.jan Kehorr,latan yang dipimoin

oleh ketua a au wakil ketua Badan Kehc matan.

(13) Rapat panilia khusus merupakan rapat i nggota panitia khusus yang c ipimpin oleh ketua

atau wakil ketua panitia khusus.

(14) Rapat kerla rrrerupakan rapat antara )DRD dan kepala daerah a,au pejal.lat yang

ditunjuk atau antara Badan Anggaran, kc rnisi, gabungan komisi atau panitia kh,tsus dan

kepala daerah ata u pelahat yang ditunlul:

(15) Rapat denga: pendapat merupakan rapat antara DPRD dan perrerrntah daerah.

(16) Rapat dengar pendapat umum merupal..an rapat antard DpR ) dan masyarakat baik

le rrr baga/orga n isasr kemasyarakatan n)aL pun perorangan ataLr antarJ llomisi, gabungan

komisi, atau oanilra khusus dan masya, akal baik lembaga/ organisa;i kemasyarakatan

maupun per'orangan

.1



P: sal 68

(1) Rapat paripu.na DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1

(satu) tahun masa sidang

(2) Rapat paripurna selarn sebagaimana di naksud a,pada ayal / 1\ dapat Cilaksanakan atas

usu l.

a. kep,tla daerah;

b. pimp,nan alat kelengk;rpan, atarl

c. anggota dengan jumlah paling sedikit 1/tr (satu perlima)dari jumlah anggota

DPRD ya,rg mencerminkan lebih dari I (3atu) fraksi

(3) Rapat paripurna DPRD di:;ekrngga,-a ka r atas undangan ketu? atau wakil ketua DpRD
berdasarkar, jadwal rapat yang tele h dit(.tapkan oleh Badan Musyawarah.

(4) Undangan rapat-rapat DPRD diterbrtkan oleh pimpinan DoRD cialanr bentuk tertuiis.
(5) Penyampaian undangan sebagairnarra. .Jimaksud ayal (4) kepada calon peserte ra?at

danat

a. secara langsung per kurir,

b. melalui email atau elektron,k lainr./a.

c. melalui pesan singkat resmi.

pi sal Cg

(1) Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan Jalam benluK peraturan atau keputusan t)pRD.
(2) Hasil rapat pimpinan DpRD citeiapkan c aran, keputusan pimpinan DpRD. '
(3) Peraturan atau keputusan tJpRD sebagai;nana dirna<suJ pada ayat (r) dan keputusan

pimpinan DPRD sebagairnana dimaksur: pada aTat (2) tidak borerr bertentangan der,garr
peraturan perundang-undangan.

(4) Peraluran atau kepurusan DpFtD diraprrkan kepada gLrber.Lrr parinE lambat 30 (tiga
puluh) hari s etela h ditetapkan.

Pasa,70
semLra rapat di DPRn pada da:;arrrya bersifat terbuka, kecuari rapat tertentu yang
dinyatakan tert,rtup.

Pasal 71

(1) Rapat yan,; bersifat terbuka meripuU ra:at parip,rrna DpRD, rapat paripurna istrmewa,
dan rapat dengar pen,Jarpat umum.

(2) Rapat yarrg tersifat tertutrip meripLti rap.rt pimpinan DpRD, rapat konsurtasi, rapat
Badan MusTawarah, rapat Badan ,\ngg,rrari, dan rapat Batjan Kehorrnatan.

(3) Rapat DPFD yang [rersifat terbuk a aapat dinyatakan tertutup r,reriputi rapat komisi,
rapat gabunqan kornisi, rapat panitia khusLrs, rapat Badan l-egislasl Daerah, rapat kerja,
da-r rapat dengar pendapat.
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Fasal 7?

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud da am Pasal 71 aYal (3) din . at.lkan tertutup oleh

pimpinarr rapa' berdasaikan kesepakat?n peserta rapat sesuai denltan substansi yang

akan drnahas.

Pasal 73

(1) Pembicaraan daiam rapat terlutup tidak bcleh J,un umkan.

(2) Materi ylng telah disepakati dalanr 'apat lert-ltup r.r,rtuk d rahlsiakan, dilarang

d jumumkan oleh peserta rapat.

(3) Setiap oran? yang me,ihat, mendengar, atau mengetah l' pembic.:raan atau tnateri

rapat tertrtup drrahasiakan seballar,nana dinraksLrci pada 3yat (2\, wajib

meralrasiarkan rya

(4) Pela.nggaran terhadap ketentuan sebagarm':n:. drn'taksuo pada ayat (21 dar' ayat (3)

drkenakan s.:nksi sesuai dengan ketentuan peraturan perr.rrldang-ttnda,lgan

Pasal 7 t
(1)Plmpinan rapat setelah membuka rapai menrbe'itahukan surat masuk dan surat keluar

urrtuk dibe'itahukan kepadc peserta atat untuk dibahas da am rapat, kecuali surat yang

berkaitan Cengan urusan kerumahtang-oe an ['PRD.

(2) Pada setiap rapat DPR[) dibuat rrse,'ah rapat )'ang nremuat oroses dan materi

pembicaraan rapat

(3) Dalam hal rapat DPRD din).)takan 1 ..rtutt p, nsalah rapat wa1ib disampaikan ofeh

pimpinan rapat (epada pimprnan DPF D, ke:uali rapat te,ltittrp yanSr dipimpin oleh

pimpinan DPRD.

Pi,sal 75

(1) Waktu dan hari kerla DPRD ditetapl. an

a. Hari Senin - Kamis pukul 09 00 - 14 00 WIB

b. Hari Jumat . pukul 09 C0 - 11.00 WIB

(2) Kegiatan yanq dilaksanakan di luar :(etentlan ayat (1) dipuluskan dalam Rapat

Konsultasi.

Pr:;al 76

(1) Rapat DPRD dilaksanakan di gedurg Dl RD

(2) Dalam hal rapat trdak dapat dilaksana ian di Uedung DPRD karena kebutuhan atau

alasan tertentu, rupat DPRD dapat dil; (sanal..n di ternpat larn yang ditentukan cleh

pimpinan DPRD

Pr'sa I 77

(1) Setiap anggota DPRD walib mengh?drrr rapat DPRD, ,aik rapat panDr.rna maupun rapat

alat kelengkapan sesriai dengan tugas can kewajibannya.

(2) Anggota DPRD yang menghad'ri ,.apat D?RD sebagaimana Cimaksud pada ayat (1)

vialr b nrena ndateln!lanr daftar tlad ir ra pai.

33



(3', Para undangan yang mengha Jiri ra.:at I rPRD, disediakaq daftar hi,drr tersendiri.

(4) Anggota DDRD yang hadir apabil. akan meninggalkarr rua,-rqan rapat, wajitt

memberitahukan kepada prrnprna n rapa.

Bag;ilrl Ketig'
Pengambilan Keputusan

p"sal 7g

(1) Pengambilan keputusan dalanr rapat )PRD pada dasar;rya dr,ak,rkan dengan cara

musyawarah untLk mufakat.

(2) Apabila cara Den!ambrlan keputusan sebagarnrana drnaKSUd Frda ayat (1) tidak

tercapal, kepr,:tusan Jrambil berdasarkar suara te; banyak

pirsal 79

Setiap rapat DP,ID dapat menEambil keput-ir;an apabila rnemenulrr kuoTrrm

Pas al 80

(1)Rapat paripurna menenuhi kuorum apalla.
a. r;.'pat dihadiri oleh paling se,likrt3/4 (irga perempat)dari lunrlah an( gota DpRD un1uk

mengambil perset,tjuan atas pelarsanaan hak angl.et dan hak menyataktn F,endapat
se r1a rtntuk nrengambtl keputusar ne,rgenai usul pe nberhentrar bupati dan/atau
vvakil l.upati,

b rapat dihadiri olei- paling sedikit2/3 (c.ua pertiga) dari ,urnlah ang!rota DpRD untui<

member rentil.an rimpinan DPRD srrr-1a unt'..k ,nenetapkan perat,_rran daerah Qan
APBD

c. rapat d hadirr ole,r lebih dari 112 (sat ) perdua)dan lumlah arrggota DpRD untuk rapat
paripurna DPRD sel,:in rapat sebagi)rmana dirnaksud pada hLrruf a Jan huruf b.

(2) Keputusan ra,;at parrpurr,a sebagarmana dimaksud pacra ayat \1) dinyatakarr sah

apabilal

a. disetului oleh paling sedrkit2/3 (dua ,)erliqa) car jum,air anggota DpRD yeng he.dir,

L'ntuk rapat se:agaimana dimaksuo fada ayat (1) huruf a

b dir;etului rrleh /ebih dari % ( setengah ) jr,mlah anggota DpRD Tang hadir, untuk rapat

sebagaima ra dimaksud S.ada ayztl l r ' huruf b,

c. disetujt'i denqan suara terbanyak ur r,rk rapal sebagairrana dimaksud pada ayat (.1)

huruf c

(3) Apabila kLroTunr sebagarmana dimaksr J pada ayat (1) t dak teroenuhi, rapat ditunda
paling banyak 2 (dua) kali dengan tcr,glanJ waktLr masing-masing tidak lebih clari 1

(satu) lam

(4) Apariila pada waktu akhrr penundaar, apirt sebagaimana orrnaksr..d pada ayat (3)

kr.orurr belu,n luga terpenuhr, prmpirrirn capat r-renunda rapat palin! lama 3 (tiga) hari
ataLr sarnpai witl(t.r yang Citetapkan oleh lrad,rn nrr.,syawarah

(5) Apabila setalrir penundaan sebaga, nana drnraksud pa _ia ayat (4), lluorurn

JN



sebagaimana dinraksud pada ayat (1) belunr ruga terpenuhr, terhadap ketentuan
sebag;rinrana drntaksud pada ayat (1) )uruf a dan huruf b, untuk pelaksanaan hak
angket hak nre|ry;itakirn pend;rpat cl;rn nremberlrer.rtikan pinrpinan DpRD serta
r.renetapkan pi:[ati]r:rn daeTarr raltat trlitk dapat rnenqarxbil keputusan dan rapat
parrlrLrrna trdak dapat clru,tng lagr

(0) Apabrltr seteirlr pcnLr'rd.ra. sebagS r rar.a drnraksud pada ayat (4) kuorum
sebagaimana drrraksud pada ayat (1; berLrm ruga terpenuhi, terrradap ketentuan
se'bagarr,-rana cirrnaksud pada ayat /1) i:uruf b untuk menetapkan ApBD, rapat tidak
c'apat nrenganrbr keprtusan dan penyeresaiannya diserahkan kecada gubernur.

(7) \'ang rj rraksur' (jenqan "penyelesaiarrny,r diserahkan kepada gubernur,, sebagaimana
orrnaksud pada ayat (6) adarah penctapar peraturan gubernur sebagai payung hukum
i:agi pemberlak'ran ApRD yang sama der,gan tahun sebelumnya.

(8) Fpabrla setelah penundaan sebagar.rana dimaksud pada ayat (4), kuorum
s:bagainrana crrnaksud pada ayat (1) belurn .lLrga terpenur , terr-adap ketentuan
sebagarnraira dimal:sLrd pada ayat ( r) hur rf c. cara penyelesaiannya diserahkan kepada
pintprnan L)PRD rjan prnrpinan fraksr.

(9) Setiap penundaan rap.:t, dibuat berita aci.ra
pimpinarr rapat.

Pasirl B1

(1.t Rapat aiat kelengkapan sebagarrnana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) huruf f, huruf
g, llLrrtrf lr ilLtrt:f I, lruruf 1, huruf k oar, hrrruf I nremenuitj kuorum apabila dihadiri s..cara
fisik ol,.:lr paJing serrrk t 50?'. (lima puluh persen) ditarnbah 1 (satu) anggota alat
kelr-.ngIitpart y,ang bersangkutan dan lebrh darr 1 (satu) fraksi

(2) Dalarn iral rapat alat kelengkapan DpRD rnengambil keputusan, keputusan dinvatakan
sah apabila disetulur cleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

penurdaan rapat yang ditandatangani oleh

Pasa I 92

Setiap keputt.sari rapat t'PRD, baik berdasarkan mr.rsyawarah untuk mufakat
berdasarkan s-rara terban/ak, merLrpakan kesepakatan untuk ditindaklanluti oleh
pihak yang terkar: d.rlanr pemgambilJn keputLrsan.

rna upun

sem ua

i1l

i?-)

BI.B VI

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasa I 83

Rant:.:rr i;irrr [,r]ratLlran dlre-ah dapat berasal tJa;r DpRD alaLr kepala cjaerah

Rancar g1:rrr p3r,,tur.rn daerah yarro berasal darr DpRD atau kepala daerah disertai
pcrtjelaSan .tau l,lterangan dan/atau naSkah akademtk

Rancang;an p()raturan ciaerah tentang ApBD, rancangan peraturan daerah yang hanya(3)



lerbatas .nelgubah oeberapa materr yang sudah memiliki naskah akademik

sebelunrnya, .iapat.jise(ai atau tiJak disertai naskah akademik.

(4) Ranca:gan peratuian daerah sebagainrana dimaksud pada ayat (1) diajukan

berdasark',n progranr legislasi daerah

(5) Dalanr ke. claan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan

peratLrarn daerah di lua,.program legistasi Caerah

Pasa I 84

(1)Rancangan feriituran daerah yang bcrasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota

DPRD, k rmrs, gabungan komisi, atau Badan l-egislasi Daerah.

(2) Rancangan F,eratLrran daerah Tang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan

komisi, atau Badarr Legislasi Daerah se)agaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan

secara tert -rl s Kepada pimpinan DPRI) disertai dengan penjelasan atau keterangan

dan/atau naskah :rl<ademik, daflar narira dan tanda tangan pengLlsul, dan diberikan

nonror pok('k oleit sekretariat DPRD

(3) ftalc.lpgan L)eratrrran daerirl, seba!lairlr?rrra dimakSud pada ayat (2) oleh pimpinan

Dt)RD dis:r: rlrarkan kepada Baaan Leg slarsi Daerah trntuk dilaktrkan pengkaj,an.

(4 I Pinrpinan DPRD nrenyampaikan hasi kaJian Badan Legislasi Daerah sebagaimana

dimaksLrc pada ayat (3) kepada rapat piirrpLrrna DPRD

(5r Rancangan perrturan daeralr yang telah dikaJi oleh Badan Legislasi Daerah

sebagain,ana ciinraksud pada ayat (4) drsarnprikan oleh pimpinan DPRD kepada semua

anggota DPRD seLambat-lan'batnya 7 (lu1uh) hari sebelum rapat paripurna DPRD'

(6 r Oalam rapat panptrrna DPFD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

a pengusul n,emberikarr penlelasan,

b fraksi dan anggota DPRD lairrnya memberikan pandangan;dan

c. pengusul memberikan jawat an atas pandangan fraksi dan anggota DPRD

lainnya

(7) Rapat paripur ra uPRD menrutu:kan .rsul rancangan peratu:'an daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berupa

a persetujua n,

b persetulua n dengan pengubahan,atau

c. Penolallan.

(8) Dalam hJl persctulrran dan penglrbaharn, DPRD nrenugasi komrsi, gabungan komisi,

Badan Legislasi Daerah, atau paniti,r khusus untuk menyempurnakan ranCangan

peratura I oaerah ter sebut.

(9) Ranc. rgan peraturan dae.ah vang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan

surat p-r;pinan DPRD kepada kepala Jaerah

t',



Pa:,al 85

('1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah diajukan dengan surat

kepala daerah kepada pimpinan DPRD.

(2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kep.:la daerah disiapkan dan diajLrkan

sesuai dengari ketentuan peraturan perutrdang-urtdangan.

(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana y:ng dimaksud pada ayat (2) harus disertai

naskah akademik, kecuali beberapa farrcdflQdo peraturan daerah sepeni rancangan

peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah yang hanya te.batas

mengubah beberapa materi yang sudah "nemilikr naskah akademik sebelumnya, dapat

disertai atau tidak disertai naskah akaderrrik

Pasa I 86

Apabila calam satu masa sidang kepala rlaeiah dan DPRD meny;.mpaikan rancangan

peraturan daerah rnengenai materi yang :;an1a maka yang dibahai adalah rancangan

peraturan daerah yang disamparkan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturar': daerah

yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sehagai bahan untuk persandingan

Pa:;al 87

(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atiru keoala daerah drbahas oleh

DPRD dan kepala daerah untrlk nrendapatk.tn persetuJuan bersanta.

(2) Pembahasan rancangan peraturan da )rah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembic. raan tingkat I dan

pembicaraan tingkat ll.

(3) Pembicaraan tingkat lsebagaimana dimaksud pada ayat 12) melrputr

A. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari kepali, daerah oilakukan

dengan kegiatan sebagai berrkut.

a. penjelasan kepala daerlh dalanr rap;it p.lnpurrir r'rcrrgerar rancanoarr

peratura n daerah,

b. pemandarrgan umunr fraksi terhadap rancan(;dn .)eratr rarr Jae iah.dan

c. tanggapan dan/ataLr lawaban kepala daerith reritad:p per:ranCangan

umum fraksi.

B. Dalam hal rancangan perarurar, daerah b:rasal cari DPIiD drlakukan dengan

kegiatan sebagai berikr.rt.

1. pen.jelasan pimpinan komisi, pimpinan g:rDungan l.omisr, pr.nprnirn

Badan Legislasi Daerah, atau pimpinan panitia khusLrs dalarlr rapat

parlpurna mengenai rancangan peraturan da :rah

2. pendapat kepala daerah terhaclap rancangar peraturan daerah.can

3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat k:pala daerah

C. Pembahasan dalam rapat kcrnisr, gabungan l,omisi, atau panitia khr.rsus

yang.dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pelabat yang ditunjuk
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untuk mewakilinya.

(4) Pembicaraan tingkat ll sebagaimana dinaksud pada ayat (2) nreliputi

A. pengambilan keputusan dalam rapat par-ipurna yang didah,rlui dengan

1. penyampaian laporan lrimpinan komisi/pimpinal gabungan komisr/

pimpinan panitia khusus, yang berisi p'oses )ernbahasan, pendapat

fraksi dan hasil pernbicaraar, sebagarmana dimaksud pada ayal (3) huruf

c; dan

2. permintaan persetr.rjua,r dari anggota secara lrsan oleh pimp nan rapat

paripurna.

B pendapat akhir kepala daerah

(5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) h,rruf a angka 2 tidak

dapat dicapai secara musyawarah untul mufal.at, keputusarr diamhil oerdasarkan suara

terbanyak.

(6) Dalam hal rancangan peraturan dae:ah tidak mendapat pers.rtLr.Ju..r n bersarra antara

DPRD dan kepala daerah, rancangan peraturan daerah terselut tidak boleh dia]ukan

lagi dalam persidangan DPRD masa itu

Pasu I 88

(1) Rancangan peraturan daerah dapat ditnrrk kemba,lr sebelum di;ahas bersama oleh

DPRD dan kepala daerah.

(2) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimlna dirrak:ud pada ayat (1)

oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPIID dengan disertai alasan

penariKan.

(3) Penarikan kembali iancangan peraturan dae.ah sebagaim..rna climaksrrd pada ayat (1)

oleh kepala daerah, disampaillan dengan su-at kepala d;,erah disertai alasan-alasan

penarikan.

(4) Rancrngan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali

berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.

(5) Penarikan kenrbali rancang3n peraturan daerah sebagainrana rlirlaksud pada ayat (4),

hanya dapat dilakukan dalarn rapat paripLrrna DPRD yang dinadrri oleh kepala daerah

(6) Rancangan peraturan daer:h yang dirar,k kembali t,dak dapat dia1,:kan kembalr parja

masa stdang yang sama.

Pa:: a I 89

(1) Rancangan peraturan daerah yang telz r disatujui bersama oleh DpRD dan kepata

daerah disampaikan oleh pimpinan DF RD kepada kepala daerah untuk ditelapkan

menjadi peraturan daerah.

(2) Penyampaian rancangan peraturan da,:rair seba!aimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu paling t3mbat 7 (trrjuh) harr terhitung sejak tanggal
persetujuan bersama.



Par;al 90

(1) Rancangan peraturan daerah sebagain,ana drmakud dalarn Pasal 89 ditetapka,r oleh

kepala daerah dengan membubuhkan t;inda tangan dalam jangka waktu paling lantbat

30 (tlga puluh) hari sejak rancangan peraturan Caerah tersebut disetujui be'sama

DPRD dan kepala daerah.

(2) Dalant hal rancangan peratLrran daera,r se')agaimana d rraksr,td 1iada ayat (1 ' trdak

ditandatanganr oleh kepala daerah da am walltu palinJ lanlbat 30 (tiga ptrlutr) hari

sejak rancang;ln peraturan daerah ter:r?bLn diseiului bersarna, rancangan peraturan

daerah tersebut sah menjadi peratLrran ji'rerah dar walib diLrndt.,nokarr cialanr len baran

daera h.

(3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan direrah sebagaimana drrnaksud pada alat (2).

maka kalimat pengesahannya berbunyi. Peraturan Daerah ini d nyataKan sah.

(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi :ebagaimana dimaksud pada ayat (3) har.rs

dibubuhkan pada halaman terakhir perirturan daeralr sebelr-rnr pengr,ndangarr rraskah

peraturan daerah ke dalam lembaran daera,h.

(5) Peraturarr daerah berlaku setelah diundJngkan lalarn le,nbaran daerah

(6) Peraturan daeralt yang berkaitan derrgrn APBD pajak daerair. .elribLrsr daerair dan

tata ruang daerah sebelum diundangkan dalarn lembaran daer:-h ha.us dre".,aluasi oleh

pemerintah dan/atau gubernur sesri ri dengan ketentuan peraitr,Ian pertrrclang'

undangan.

(7) Peraturan daerah setelah drr,rndangkan daiarn lenrbaran daerah larus drsarrparkan

kepadapenterinta h dan/atau gubernur sesuai Cengan ketentuarr pei:tiL;rar perrrrrdarrr;-

undangan.

BAB VII

KODE ETIK DPRD

Pasal 91

(1) DPRD rnenyusun kode etik yang berisi rorr.ra yang wajib c oatuhL o,eh seti.lp anggota

DPRD selama menjalankan tugasnya untui. mer,.1aga marta,bat kehcrm:tan, citra, dan

kredibilitas DPRD

(2) Ketentuan mengenai kode etik seba3airnana dimaksud pada ay.rt (1' diarur dengan

peraturan DPRD tentang kode etrk.

(3) Peraturan DPRD tentang kode etik sebauaimana dimaksud pada ayat (2) pating sedikit

memuat ketentuan tentang:

a. pengertian kode etik,

b tujuan kode etik, dan

c. pengature n mengena,

1. sikap dan perilaku anggo.a DPRD,

2. tata kerja anggota DpRD,

3. tatahubungan antar penyelerrggara perlerintahan caerail
'. 
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4. tata hubungan antar anggota DPRD;

5. tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain,

6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan,

7. kewajiban anggota DPRD;

8. larangan bagi anggota DPRD;

9. hal-hal yang tidak patrrt dilakukan oleh anggota DPRD;

10. sanksi dan mekanisme penlatuhan sanksi, dan

1 1. reha b ilitas i.

Pasal 92

Pengaturan mengenai sikap dan perilaku anggota DPRD sebagarmana dirnaksud dalam

Pasal 91 ayat (3) huruf c angka 1 nrernuat ketentLan nrengenai ketentuan ;rntara lairr.

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. mempertahankan keutuhan negara serla menjaga persat,Jan dan kesatuan barrgsa;

c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia,

d. memiliki integritas tinggi dan jujur,

e. menegakkan kebenaran dan keadilan;

f. memperjuangkan asprrasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama,

ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin,

g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan ken,aiiban anggota DPRD daripada kegiatan

lain di luar tr,rgas dan kewajiban DPRD, da,r

h. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD

sebagaimana diatur dalam peraturan perunda r,g-u nda nga n.

Fasal 93

Pengaturan mengenai tata kerja anggota DPRD sebagaimana dimaksuC dalam Pasal 91

ayat (3) huruf c angka 2 memuat ketentuan altara lain

a. menunjukkan profesionalis nr e sebagar anggota DPRD;

b. melaksanakan tugas dan kewajib:n demi kepentingan dan kesejahreraan

masyarakat;

c. berupaya meningkatkan kualitas dan Linerja;

d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRJ kecuali berhalangan atas izin d-ra prnrpinan

fraksi;

e. menghadiri rapat DPRD secara flsik;

f. bersikap sopan dan santun serta ser,antiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat

DPRD;

g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yarrg disepakati untuk dirahasiakan sampai

dinyatakan terbuka untuk umum;

h. memperoleh izin tertulis dari pejabai yang berwenang untuk perjalanan ke luar

negeri, baik atas beban APBD maupurr pihak lain;

i. melaksanakan perjalanan dinas etas izin tertuIs dan/atau penugasan dari prnrprnan



DPRD, serla berdasarkan keterseriiaan anggaran sesuar '(etentLlart peratLlrarl

perundang-undangan,

j. tidak menyamparkan hasil dari suaru rapat DPRD yang tidak dihacjirinya kepada

pihak lain; dan

k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan drr-as kecualr atas alasan

tertentu dan seizin pirnpinan DPRD

Pasal94

Pengaturan rnengenai tata l'rubLrrrgar, antar angEota DPRD sebagarnr3rri JLTllA(sud dalanr

Pasal 91 ayat (3) hurr.rf c angka 4, tata hLrbLrngan antar penye cngl.irir perlc-rintahan

daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (3) huruf c angk:, j'r ii.ria, hIlr.rr r;an antari.t

anggota DPRD dan pjhak lain sebaga,rnana oimaksud dalar,r P-:sal S,1 ayat (3) huruf c

angka 5 rnemuat ketentuan antara lain angg()ta DPRD bersikap acjrl, te.buka, akonrodatrf,

responsif, dan profesional dalam hubungan i.emitraan serta menghornrati lenri)aga DPRD

dan lembaga penyelenggara pemerintahan larnnya

Pasal 95

Pengaturan mengenai penyampaian pendapat, tanggapan, lawaban, oan sanggahan

Sebagainrana dimaksud dalam Pasal 91 a/?l (3) huruf c angka 5 rnemuat ketentuan antara

lain merrperhatikan tata krama, etika, nroral, sopan santLln, (._.n kepatutan seba3ai waktl

rakyat

F asal 96

Perlgatura[r n']engenat kewalbarr anggota t)PliD sebagarnrana ur taksud d;rl: t l,asltl g I

ayat (3) huruf c angka 7 sesuai dengan ketentLlan peraturan perunCarrg-unJangan

Pasa I 97

(1) Pengaturan mengenai larangan bagi anggota DPRD sebagaimana dinraksuci dal:nr

Pasal 91 ayat (3) huruf c angka 8 se.;uai dengan kerentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Terkai, dengan ketentuan sebagaimana r. imaksud pada ayat i 1)d3larn peratLrran DpRD

tentang kode etik dapat memuat ketentu. n sepert j

a. larangan 'nenggunakan Jabatar sebagai anggota DPRD untuk rt encaT,

kemudahan dan keuntungan ,rribadi keluarga. ataLr kelompollnya yanE

mempunyai usaha atatt melakL ian penanarnan rrcdal .Jalarn sLratrr ordang

usaha,

b. larangan menggunakan labatann,l sebaga, anggota DtrRD unrr.k rlerrpcr garuhL

pengambllan keputusan pada enrbirga perad lan alau enr,_,aga a n rjntLjk

kepentingan pribadi atau kelon,po r.

c. larangan r,renerima imbalan ataLr lradrah 631, plhak la n yang ter.kart de,rgar tyE.,ts

dan wewenang DPRD,



d. larangan menggunakan anggaran DPRD urtuk suatu keqiat:n yang tidak

berkaitan dengan tugas dan wewertang DPRD; dan

e. larangan menggunakan anggaran DPRD untuk sur[r kegiat: r, yar]g dibiayai

pihak lain.

Pasa I ?B

Pengaturan mengerrai hal-hal yang tidak patut dilakukan 6lel 3r";g:ta DPRD sebagaitnana

dimaksud dalam Pasal g1 ayat (3) huruf c angka 9 nremuat i<eienttran rrengenar stkap

perilaku, dan ucapan yang bertentangan lengan norma agama, kesLrsilaan, kescpanan dan

adat budaya setempat.

Pasa I 9.)

Pengaturan mengenai sanksi can mekanis,re penjatuhan san<si sebagaimana dimal.sud

dalam Pasal 91 ayat (3) huruf : angke, '10 serta rehabilitasi arggota DPRD sebagarmana

dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf c rngka 11 sesuai Cengan ketentuan peratlrran

perunda ng-u nda nga n.

B! L] Vlll

LARAi,JGAN DAN SANKSI

Bag iar. Kesartu

Lar;:trgar

Pasu I 103

(1) Anggota DPRD dilarang merangkap labatan sebagar

a. pejabat negara atau pejabal daerah larnnya,

b. hakim pada badan peradilan, atar,

c. pegawai negeri sipil, anggota Nl/Polrr, pegawar pada badan usah;r rnrl'k

negara, badan usaha milik ria rrah, atarl badan lain yang angg.rlirlrr)a

bersumber dari APBN/APBD

(2) Anggota DPRD dilarang melakukan peke jaan sebaqai pejabat slr;ktirra pacla enrbag:r

pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notai'is <ian

pekerjiran lain yang ada hubungannya d€ ngan tugas dan we\,,.,ena,)g DPRD serta hak

sebagar anggota DPRD

(3) Anggota DPRD dilarang melakukan kcrupsi, kolusi, dan nepotrsnr(r serla Jrlarang

menerima gratifikasi.,

Bagiarr Kedua

Sa;tksi

Pasal 101

(1)Anggota DPRD yang tidak melaksanakar' kewalrban sebagarrnana diniaksuo pada Pasal

32 dikenai sanksi berdasarkan keputusan 6adan Kehormatar

(2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbr-rkti nrc langgar ketentLran sebaqarnrana drnraksLrrJ



dalam Pasal 100 ayat (1) dan/atau ayttl (2) dikenai san<si pemberhentian sebagai

anggota DPRD.

(3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukt melangqar kete,ttuan sebagaitrana dimaks'rd

pada Pasal '100 ayat (3) berdasarkarr, outusan :engadilan yarrg telah mernperolch

kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pen berhentia r sebagai anggrta DPRD

Pas rl 102

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalarn l'asal 101 ayat (1) berupa

a. teguran lisan,

b. teguran tertulis, dan/atau

c. diberhentikan dari pimpinan pa(la alat kelen3kapan

Pasal 103

Setiap orang, kelompok, atau organisasi oapat mengajukan pengaduan kepada fSadan

Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukli yang cr.rkup bahwa tercjaiiat anggota DPRD

yang tidak melaksanakan salah satu kewalroan atau iebih sebagaimana dimaksurd dalam

Pasal 32 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dinraksud dalarn lrasal 1OO

BAB IX

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARV/AKTU

DAN PEMBERHEI ITIAN SEMENTARA

Bagia r r Kesatu

Pernberhentian Anta rwa ktu

Pasal 104

(1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karer a

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri, atau

c. diberhentikan.

(2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud paoa ayat (1) huruf c,

apabila:

a. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan ataLr berhalan.Jan tetap sebagai

anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan bertu rut-tlrrllt tanpa keterang3n opBprrr

b nrelanggar sumpah/janji lab.rtan dan kode etik DpRD,

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadrlan ya)ng l-la,r nre'lrperolelt

kekuatan hukum tetap karena rnelakukan tindak ;t,dana jerr(r:tn ancanran

hukuman 5 (lima) tahun penlara ataL, lebih,

d. tidak menghadirl rapat paripurna d,tn/atau rapat a ai kclerrgkaparr DpRD yang

menjadi tugas dan kewajibannya s ebanyak 6 (enarn) kali berturut-turut ,anpa

alasan yang sah,

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan keter,tuan perat ran perundan0-
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undangan;

f. tidak lagi memenuhr syarat seuagai c'rlon anggota DPRD sesuai dengan

ketentuan peraturan perun dang -unda nga. mengenai pernrlrhan umum,

g. melanggar ketentuan larangan ;ebaEe.,i a:rggota DPRD s,rbagaI ana dratur

dalam peraturan perundang-un darrga n;

h. diberhentikan sebagai anggota pirrtai politik sesuai dengan ketentuan peraturlr

perunda ng-u ndanga n; atau

i. menladi anggota partai politik lain

(3) Dalam hal anggota parlai politik diberhentrkarr oleh partai pol,tiknya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf h dan yang bersangkutan mengalLrkar keberatan rnelalLri

pengadilan, pemberhentian anggota prrta j politik yar,g be r:,errrgktrt.ln sirlt setel.lll

adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hUktrnt tetap

sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 2 Tahun 2OC8

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan pada ayat (21 JUga bertaku bagi

anggota DPRD yang berkedudukan sebt,gai pintpinan DpRD dan/:ta.r prmpinan alat

kelengkapan DPRD.

Pasal "105

(1) Pemberhentian anggota DPRD sebagairnana oimaksud datam pasal 104 ayat (1) huruf

a dan b serta pada ayal (2) huruf c, huruf e, huruf h dan lruruf r rjiusulkan olch pimpir,an

partai politik kepada pimpinan DPRD oerrgan tenbusan kepada gubernLrr

(2) Paling lama 7 (tu.1uh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebaqarnrana dimaksLrd

pada ayat (1), pimpjnan DPRD menyarnpailian usul penrberhentian lngcota DpRD

kepada gubernur melalui bupati untuk nrenrperoleh peresmiatn pem'rerhentian

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak drterimanya usul penrberhentian ser)a!li,iinrana dinraksud
pada ayat (2), bupati menyamparkan usul tersebut kepada g,. bernur

(4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati tidak menyampaikan r,sLrl sebajaimana cjrnraksr.rd

pada ayat (3) pimpinan DPRD langsurg menyampaikifl ,,Sur pembe;hentran anggota

DPRD kepada gubernur

(5) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DpRD palinlr t?ma 14 (€ mpat belas) hari

sejak diterimanya usul pem[,rerhentian angg )ta DpRD dari bupati sebagarmana

dimaksud pada ayat (3) atau dari pimpinan DpRD sebagainrana dirnaksud pada ayat
(4)

(6) Peresmian pemberhentian anggota DF RD sebagaimana drnraksud pada ayat (6)

berlaku sejak ditetapkan kecuali peresmian pemb( rhentran anggota DDRD

sebagaimana dimaksud dal;rm pasal iot, ayat (2) huruf c berlaku selrk tanggal putusan
pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

(7) Pimpinan partai politik sebagaimana dir:raksud pada ayat (1) adalah pimpinan partar

politik kabupaten sesuai dengan rekome rdasi/ keputusan dewe.in pimpinan pusat partai
politik yang bersangkutan.



Pas,rl 106

(1) Pemberhentian anggota DPRD sebagain,ana cjimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf

a, hurr.rf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, d, akuk:ln setelah adanya irasil penyelidikan dan

verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD atas pengacjuan

dari pimpinan DPPD, masyarakat dan/ata I pemilih.

(2) Keputusan badan kehormatan DPRD mengrenai pemberhentian anggota l)pRD

sebagaimana dimaksud'pada ayal (1) dil3por(an oleh badan kehormatan kepada rapat

paripurna,

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak kepu:usan badan kehormatan DpRD yang telah

dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pin prnan

DPRD menyampaikan keputusan baCar- kehormatan DpRD irepada prmpinan parlar

politik yang bersangkutan

(4) Pimpinan partai politik yang bersanJkutan menyanrparkan keputusan te ntar,!l

pemberhentian anggotanya kepada pimprnan DpRD, pa ing tanrDat 30 (tLga puluh) harr

sejak diterimanya keputusan badan keh,rrmatal l)pRD sebagarnrana dimaksud pada

ayat (2) darl pimpinan DPRD.

(5) Dalam hal pimpinan partai politik se:agaimana dimaksLrd pada ayat (3) tidak
memberikan keputusan pemberhentian sCbagaimana dimaksud paoa ayat (4), pirnplnan

DPRD meneruskan keputusan badan kelrormatan DpRD sebagainrane, dimaksud pada

ayal (2) kepada gubernur melalui bupatj paling lama 7 (tLrjuh) lrari setelah berakhirnya

batas waktu penyampaian keputusan tr)ntang pemberhentran anqg lta DpRD dari
pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemtrerhentiar,

(6) Paling Iama 7 (tujuh) hari se.1ak diterimanya keputusan pemberhenlian sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan keputusan tersebut keoada gr,rbernur.

(7) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dln,aksud pada ayat (o) paling

lama i4 (empat belas) hart sejak diterimanya kepr-rtusan badan kehorrnatan DPRD atau

keputusan pimpinan partai politik tentang penlberhentian angqotanya cz,ri bupatr

Bagian Kedua

Peng ga ntia n Antarwaktr.r

Pas;rl 107

(1) Anggota DPRD yang berhentj antarwa!(tu sebagaimana dimaksud dalan pasai 104 ayat
(1) digantikan oleh calon anggota DpRD yang memperoleh suara terbanyak urutan
berikutnya dalam daftar peringkat peroreh: n suara dari partar porit x yang sama pada
daerah pemilihan yang sama.

(2) Dalam hal calon anggota DpRD yang memperoleh suara te,banyak ,r-utan berikutny3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) neninggal dunia, rnengundurkan diri, atau tidak



lagi memenuhi syarat sebagai calon anagota, anggota DPRD Sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digantikan, oleh calon angoota DPIID yang memperoleh suara terbanyak

urutan berikutnya dari pad.ai politik yang t,ama pada daerah pemilihan yang sama

(3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antaMaktu melanjr,rtkan sis. jabatao anggota

DPRD yang digantikannya.

Pas al 108

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diber hentikan antarwaktu

dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara

partai politik yang bersangkutan yang telz h dilegalisir oleh KPU, l epada KPU Kabr-rpaten

Rembang dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bers.rngkLrtan.

(2) KPU nrenyampaikan nama calon p()ngganti antarwaktu berdasarkan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1,1 kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima)

hari sejak diterimanya surat pimpinan DPR D.

(3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerjmr nama calon penggantr an.arwaktu dari KPU

sebagaimana dirrraksud pada ayat (2), prmpinan DPRD setelah rrelakukan konfirmasi

kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan r anra anggota DpRD

yang diberhentikan dan nama calon pengganti antaruaktu keparja gubernur melirlur

bupati.

(4) Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pencganri antarviaktu dan/atau

nrenyampaikan nama calon pengganti antarwaktu yang tidak ses,rai de.rgan ketentuan

dalam Pasal 106 ayat (1) atau ayal (2) seiuai ayat (3), pinpinan DpriD berciasar hasil

konfirmasi pada ptmpinan partai politik y?ng bersangkutan, menyamparkan nama calon

pengganti antarwaktu dari partai politrk Tang bersangkutan sesuai delgan kete,ltuan

dalam Pasal 106 ayat (1) atau ayat (21kepada gubernur met.l,ui bupat,

(5) Paling lambat 7 (tu.1uh) hari selak men:rima nama anggot;, DpRD yang drberhentikan

dan nama calon pengganti antarwaktu sebagainrana dimz kstrd paoa ay:lt (3) bupatr

mengusulkan penggantian antarwaktu kepada guberr ur unt-rk diresmrkan

pemberhentian dan peng ang katan nya.

(6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak merrerima usulan penggantian antanv3ktLr dari

bupati sebagaimana dimaksud pada ayar (5), gubernur meresnrikan pemberhentian dan
pengangkatan anggota DPRD.

(7) Dalam hal bupati tidai rnengusulkan penggantran ant3rwaktu kepada gubernLrr

sebagaimana dimaksud parla ayat (5), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu

anggota DPRD berdasarkan pemberrtahu rn dari plmprnan DpRi)

Pas:il 10!
(1) Penggantian antarwaktu anggota DpRD rdak cilaksanakan apab ta sisa masa rabatan

anggota DPRD yang digantikan kurang di ri 6 (enam) bulan
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(2) Dalam hal pemberhentian antaMaktlr anggota DPRD dilaksanakan dalanr wa,(tu srsa

masa jabatan anggota DPRD kurang jari 6 (enam) bulan penrberhentian anggot.r

DPRD tetap diproses, dengan tidak dilerkukan penggantian

(3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud ayal (2) kosong sarnpai berakhtrnya rnasa

jabatan anggota DPRD

Bagian Ketiga

Persyaratan dan !'erifikasi Persyaratan

Pasal 1 10

(1) Calon anggota DPRD pengganti anta^vaktu harus rrerr:'rr.rlri pr'... syaratrrr sei)agar

berikut:

a. warga negara lndonesia yang telah l)erumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih,

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang tt4aha Esa;

c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatr-tan Republ k lndor,esre.

d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa lndonesi I

e. berpendidikan paling rendah tairnat Sekolah Menenllah Atas (SNlA), Madrasah

,\liyah (MA), Sekolah Menenga,r Keluruan (SMK) Madrasah Aliyah Kejuruan

(MAK), atau bentuk lain yang sederajat,

f. setia kepada Pancasila sebagar dasar negara, Undang-Undanr Dasar Negara

Republik lndonesia Tahun 1945, dan cita-cita Froklamasi 17 AgustLrs 1945.

g. tidak pernah dijatuhi pidana penlara berdasarkan put.rsan pengaCilan yang telah

memperoleh kekuatan lrukum te:tap karen.r melal.,ukan tindak p,dana yang

diancam dengan pidarra penjara 5 (lrma) tahun atau lebih,

h. sehat jasmani dan rolrani,

i. terdaftar sebagai pen ilih,

j. bersedia bekerja penuh waktu,

k. mengundurkan dirr sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasionel
Indonesia, anggota Kepolisian Neg tra Repultlik lndones a, pengurus pada Dadan

usaha milik negara danlatau baoan usaha rnilik daerah serla badan lain yang

anggarannya bersumber dari keui ngan negara, yang dinyatakan dergan surat

pengunduran diri yang tidak dapat .litarik kembali,

l. bersedia untuk tidak berpraktik sebargai akuntan publik advokat/ pengacara

notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT),dan tidak melakukan peke r.1aan

penyedia barang dan jasa yang iterhubungan dengan keuangan negara serta

pekerjaan lain yang dapat menimbutkan konflik kepentingan dengan ,ugas,

wewenang, dan hak sebagat arrggola DPRD sesua peraturan perunCang-

undangan,

m. bersedia untuk tidak merangkaf lab.rtan sebagar perabat negara latnny.r

pengurus pada badan usaha Inrlrk negara. dart badan r,s:llra i:r,i i.i doerair scrtit
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badan lain yang anggarannya berst:mber dari keuangan negara,

n. rnenjadi anggota partai politik peserta penl,lu;

o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lemba,;a pr,rurakilan, dan

p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daeral, pemilil:an.

(2) Kelengkapan administrasi bakal calcn angao,a DF'RD penggantr antanrr'aktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibttktrkan dengan.

a. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia,

b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, sTTB, syahadah, se,lifikat, atau surat

keterangan tain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikarr atati program

pendid ikan ntenengah;

c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dar Keplllsiarl F(epublik

lndonesia setempat;

d. surat keterangan sehat jasmani darr rohani

e. surat tanda bukti telah terdaftar set agai pemilih,

f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerla penuh waktu yang

ditandatangani di atas kertas berm lterai cukup,

g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik seba.Ja, akuntan publik,

advokaU pengacara, notaris, pe.,abat pembuat akta tanah /PPAT),dan tidak

melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhr.,L'ungan dengan

keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat nler rmbulkan konflik

kepentingan dengan ttlgas. wewenang, dan hak sebagar anggota DPRD yang

ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup,

h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik ke,rbal sebagai peglwar negerr

sipil, anggota Tentara Nasional lndoresia, anggota l(epolisian Negara rRepublik

lndonesia, pengurus pada badan usaha m lik negara Can/atau baclan usaha miltk

daerahpengurus pada badan lain 5'ang anggarannya bers'rmber dari keuangan

negara;

i. kartu tanda anggota partai politik peserta petrilu;

j. surat pernyataan tentang kesediannya hanya dicalo,rkan oleh 1 (satu) partai

politik 1 (satu) untuk 1 (satu) rembaga perwakilan yarrg ditan Ja langani di atas

kertas bermaterai cukup; dan

k. surat pernyataan tentang kesediaan har,ya dicalorrkan pada 1(satu) daerah

pemilihan yang ditandatangani oi atas kertas bermate'ai cukup

(3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayai (2), bLrpati

dalam mengajukan usulan penggantiiln antarwaktu ar ggota DPRD luga harus

.nelarnpirkan:

a. usul pemberhentia,n anggota DPRD ka.era alasan seoagaim.:na dimaksud dalarr

Pasal 104 ayat (1) l-uruf a dan lruruf b serta ayat 2) huruf e dan huruf idari

pimpinan partal poli:ik disei'tai dengan dokumen :endukurrg sesuar dengan



lietentuan peraturan peru nd a ng-ur rda ngan dan kete',tuan angoaran dasa dan

anggaran rumah tangga partai politik,

b. usul pemberhentian anggota Df',RD karena alasan sebagaimana dalarn Pasal

.l04 ayat (2) huruf c dari pimpi,ran partai pclitik disertai cjengan salinan putusan

pengadilan yang telah memperoieh kekuatan hukum t':tap,

c. usul pemberhentian anggota DPRD karen:: alasan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 104 ayat (2) huruf h dari pimprnan partai politik disertai dengan salinan

putusan pengadilan yang telah memperoleh l:ekuatan hukum tetap dali:m hal

anggota pr.t"i potitit y"ng beisar.gkutan mengajukan keberatan melalui

pengadilan; atau

d. kepulusan dan usul pemborhen.ian sebagai anggota DPPD karena alasan

sebagaimana dimaksud dalam Pas,al 104 ay al (2) huruf e, hur-:f b, huruf d, huruff

dan huruf g dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan

Kehormatan DPRD setelah dilakuk rn penyelidikan dan veriflkasi;

e. fotokopi daftar calon tetap anggol.: DPRD pada pemilihan umurn yang dile3alisir

KPU;dan

f. fotokopi daftar peringkat peroleh3n stlara partai politik yang mengus'ulkan

penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir r.)leh KPU

(4) Verifikasi kelengkapan berkas pengganl,an antarwaktu anggota DPRD sebaga ntana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), crlakukan secara fungsional oleh unit kerla di

masing-masing lembaga/instansi sesuai kewe;langannya.

Bagian Keempat

Pemberhent;an Sen:e nta ra

Pas rl 111

(1) Anggota DPRD diberhentikan semeniara Karena.

a. menjadi terdakwa dalam perkara pr.iana ttmum yang diancarn dengan pidana

penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau

b. menjadi terdakwa dalam perkara p dana khusus.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh

pimpinan DPRD kepada gubernur melalu, bupati,

(3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari selak anqgota DPRD sebagar terdakwa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak mengusull:an pr:rnb':rhentian sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretaris DPRD dapat rn.,laporkar status

terdakwa anggota DPRD yang bersangkrrtan kepada bupati

(4) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana drm; ksud pada ayat (3)

6enga.jukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkt'tan kepada

gubernur.

(5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas trsul bupatr
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dar ayat (a).

(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksuo pada ayat (5) berlaku terhilung rnular

tanggal anggota DPRD yang bersangkutan dit?tapkan sebagai terdakwa

(7) Anggota DPRD yang diberhentikan s(.mentara tetap mendapatl,an hak keriangan

berupa r,rang representasi, uang paket, lrlnja:rgan .<eluarga, drrrr tunl:rngarr bcre: serla

tunjangan penreliharaan kesehatan sesuai den3an ketentuan perairrran perur,dang-

undangan.

(8) Menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dibLrktikan dengan register

perkara di pengadilan negeri

Pas al 112

(1)Dalam hal anggota DPRD yang diberhen'ikan sementara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 111 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai

anggota DPRD diikuti dengan pemberher tian sernentara sebaga pr,rpinan DPRD

(2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikar sementara seL,agaima ra dirnaksud pada ayat

(1), partai politik asal prmpinan DPRD yang diberhentikan sementa.a mengusulkan

kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal Cari panai tersebut

untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberherrtikan sementara

Pasa, 113

(1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena nrel:.kukan trndak prdana

sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 ayat (1) huruf a atau trLrrrf b Lerdasarkan

putusan pengadrlan yang telah menrperoleh kekuatan \ukunr terap anglota DPtlu
yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebaqai anggota DPR D

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada a1,at (1) benaku mulai tangqal putusan

pengadtlan memperoleh kekuatan hukum totap.

(3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti bersalah kare:a melakukan tindak

pidana sebagaimana dimaksud pada Fasal 11i ayal i1) huruf a atau huruf b

berdasarkan putusan pengadilan yang te'ah memperoleh kel(uatan huk,rm t3tap, ,naka

anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabilr masa labatannya belum

berakhir.

BAB X

PEIIYIDIKAN

Pasal 1 14

(1)Pemanggilan dan permintaan keterangan urrtuk penyidikan terhadap anggota DpRD
yarrg diduga nrelakukan tindak pidana harus n e,rdapsi Ispsa1r.,,,,r,r tertul s (jar I

gubernur.

(2) Dalam hal persetujuan tertulrs sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) tidak diberrkan ;leir
gubernur dalam waktu palir g lambet 3c (tiga puluh) hari rerhrtung sejak diterin)anya



permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk peny idikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud paoa avat (1) tidalr berlakLr apab la arggota DPRDI

a. tertangkap tangan melakukan tirrdak pidana,

b. disangka nrelakukan tindak pidana kejahatan yang. diarncar,' dengan pidana

mati atau seumur hidup ata,.r tindak pidana kejahatan kemanusiaan dan

keamanan Negara berdasarkan bukti permulaan y;rng cukup atau

c. disangka melakukan tindak pidana khueus.

BAE XI

PELAKSANAAN KOI.ISULTASI

Pasal 115

(1) Konsultasi antara DPRD clengan pemerintah daerah dilaksanakan dalant bentuk

pertemuan antara pimpinan t)PRD dengan bup,:ti.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada a rat (1) dilaksanakan datam .angka

a. pembicaraan awal mengenai mi-teri mL,atan rancangan peraturan daerah

dan/atau rancangan kebijakarr Lr num anggaran scrta prroritas dan plafon

anggaran Senlentara dalant r;,r'rgka penyr.isrrr)lrn raltcitng;lr an.l.)itull
pendapatan dan belanja daera h,

b. pembicaraa,r mengenai penang lnan suatu masalah yang n remeriukan

keputusan/ kesepakatan bersama DPRD dan pemerint?h daerah berdasrrrkan

peraturan perunda ng-u n dangan; ats u

c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program ker.la tertentu yang

ditetapkan atau dilaksanakan oleh l. epala daerah.

(3) i(onsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DpRD oidampingi oleh

pimpinan alat kelengkapan DpRD dan anggota DpRD yang terkait dengan n ateri

konsultasi dan kepala daerah didampingi c leh pimpir.an perangkat daerah yang tert ait
(4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada a.1al (2) dilaksanakan secara berkala atau

sesual dengan kebutu han.

(5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pad l alar (1/ dapat drlalrsar-akan, baik atas
prakarsa pimpinan DPRD maupun kepala,Jaerah.

(6) Hasil konsultasi sebagalmana dimaksud Jada ayat (2) dapat drlaporkan dalam rapal
paripurna DPRD.

Pasal 116

(1) Konsultasi sebagarmana dimaksud dalam pasal I '1 5 JUga dapat ditaksanakan dengan
pimpinan instansi vertikal di daerah.

(2) Konsultasi pimpinan DPRD dengan pimpinan vertrkal sebagarman: dimaksud pada ayat
(1) adalah dalam rangka menerima n,asukan dan memberikan sarar / rekontendasi
mengenai permasalahan tertentu yang ter,adi di daerah.
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(3) Pimpinan DPRD dapat mernbuat kes-.pakatan dengan pirnpir,an instansi vertikal di

daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansr vertikal tersebut.

BAI-J Xil

PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI

MASYARAKAT

Pas; I 1 17

(1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DFRD, anggota DPRD atau ftaksr di DPRD

menerima, menampung, menyerap, dan ,neninCaklanjuti pengnduan dan/atau as trTasi

masyarakat yang disampaikan secara langsung ata.r terlulrs tentang suatu

permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi da r wewenang DPRD.

(2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) driakukan p;oses

administratif oleh sekretariat DPRD dar diteruskan kepada pimpinan DPRi-.r, alat

kelengkapan DPRD terkait, anggota DPRt), atau f:aksi di DPRD

(3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPFID yang terkait, atau fraksi or DPRD rJapat

menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangar,nya.

(4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengadr,rar daniatau aspirasr kepada prrnpnan

DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terk,rit, alaLr fraksinya.

(5) Dalam hal diperlukan, pengaduan danlai€u aspirasi masyarakat dap at ditindaklanjuti

dengan:

a. rapat dengar pendapat umum,

b. rapat dengar pendapat;

c. kunjungan kerja; atau

d. rapat ker.1a alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerlanya.

(6) Tata cara penertmaan dan tindak lanjut pr;ngaduan dan/atau asp rasi masyarakat diatur

oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

BAB XIII

SISTEM PENDTJKUNG DPRD

Bag ia n l(esatu

Sekretariat

Pasa I 118

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugars DpRLr, dibent rl.

sekretariat DPRD yang susunan organrsasi dan tata kerjanTa d,tetapk;n dengan
peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) sekretariat DPRD sebagaimana dimaks.d pada ayat (1) dipimprn olch seorang

sekretaris DPRD yang diangkat dan orberhentikan dengan kep:rtusan bupati atas
persetujuan pimpinan DPRD

(3) sekretaris DPRD dan pegawai sekretariat DpRD berasal dar, pegawai negeri sipil
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Ba3 ia ir Kedua

PELAKSANAAN TUGAS KEL()MPOK PAKAR ATAU TIM AI.ILI

Pasal 1'19

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas rjar we\v( nang DPRD drbentuk kelompok '1akar

atau tim ahli.

(2) Kelompok pakar atau tim ahli paling baryak sesuai dengan lumlah alat kelengkapa.n

DPRD.

(3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedil" it memenuhi persyaratan

a. berpendidikan serenda h-rend.,, h nya strata satu (S 1 ) cengan pengalaman

kerja paling singkat 5 (lima) talrun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja

paling singkat 3 (tiga) tahun, e tau strata tiga (l)3) derrgan pengalaman keria

paling singkat 1 (satu) tahur,,

b. menguasai bidang yang diperl,,kan, dan

c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

(4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagainrana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai

kebutuhan atas usul anggota DPRD.

(5) Masa kerja kelompok pakar atau tim ahl, sebagaimana dimaksUd pada ayat (1) tidak

tetap atau sesuai dengan kegiatan yanl) menr-'rlukan dukLrrgan kelonrpok pakar atatr

tim ahli.

(6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana oimaksud pada ayat (1) diani'kat dan

diberhentian dengan keputusan sekretaris DPRD.

(7) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud paCa ayat ( l) bekerja ;esuai

dengan pengelompokan tugas dan wevrena,rg DPRD yang tercermin dalam alat

kelengkapan DPRD.

BAB XIV

KETENTU,\N I)ERALIHAN

Pasal 120

Dengan berlakunya Peraturan DPRD tentang Tala Tertib ,)ervan Perwakilan Rakyat

Daeralr Kabupaten Rembang ini, rnaka Peraturar DPRD KabL paten Remoang Nomor 01

Tahun 2010 beserta peraturan perubahannya dinyataKan sudah tidak berlaku lagi

KETENTUAN PENL'TUP

Pasal 121

Hal-hal lain yang belum diatur rlalam Peratu.an T.rta Tertib ini, akan diatur lebih lanlut oleh

pimpinan DPRD dengan pers,-tujuan Badan Musyawarah dan diteta?kan dalam rap.rt

paripurne.
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Pas.l122

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Tata Terlib inl akan Jitinlau kembali

Pasal 123

Peraturan Tata Tertib inr berlaku selak tan0gal Citetapkan

Drtetapkan dtRenrbattq

Pada iangga I

DEWAN PEii\,VA KILAN I1I,i(Y,A-;

DAERAHKABUPATEN REMBANG

Kerua,

H, MA.JID KAMIL MZ
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